PUTUSAN

Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-I1/2004
Perkara Nomor 008/PUU-II1/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada
tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara
permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2004 tentang Sumber Daya Air (UU No.7 Tahun 2004) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang

diajukan oleh:

. Pemohon dalam Perkara Nomor 058/PUU-II/2004:

Munarman, S.H., pekerjaan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia (YLBHI), alamat jalan Diponegoro No. 74, Jakarta, dkk,
sebanyak 53 orang; terakhir Ahmad Frantagore, pekerjaan Wiraswasta,
alamat Desa Air Dingin, Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Rejang

Lebong, Bengkulu, -------=-=-=-m-mmmmm oo sebagai Pemohon I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: A. Patramijaya, S.H., LL.M,,
A.H. Semendawai, S.H., LL.M., Asfinawati, S.H., Daniel Panjaitan, S.H.,
LL.M., Dede Nurdin Sadat, S.H., Edisius Riyadi, S.H., Erna
Ratnaningsih, S.H., Fatmawati Djugo, S.H., Gatot, S.H., Hermawanto,
S.H., Horas Siringoringo, S.H., Hotma Timbul Hutapea, S.H., Ida
Zahrotu Saidah, S.H., Ines Thioren Situmorang, S.H., Muhammad

Ichsan, S.H., Munarman, S.H., Reno Iskandarsyah, S.H., Rino



Subagyo, S.H., Supriyadi W. Eddyono, S.H., Syamsul Bahri, S.H., Uli
Parulian Sihombing, S.H. dan Vincent Edwin Hasjim, S.H., M.H.,
kesemuanya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Indonesian Centre
for Environmental Law (ICEL), Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM), Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia (APHI), yang memilih domisili hukum di Jalan
Pangeran Diponegoro No.74 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus yang sah untuk itu sebagaimana terlampir dalam permohonan.

[I. Pemohon dalam Perkara Nomor 059/PUU-11/2004:

Longgena Ginting, pekerjaan Ketua Yayasan Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia (WALHI), alamat jalan Tegal Parang Raya Utara No.14
Jakarta 12790, dkk, sebanyak 16 orang; terakhir Henry Saragih,
pekerjaan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Petani Indonesia,
beralamat di J. SMA No. 15A RT. 04/04 Dewi Sartika Jakarta Timur
13640 —--mmm o sebagai Pemohon II;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Johnson Panjaitan, S.H., R.
Dwiyanto Prihartono, S.H., Hotma Timbul Hutapea, S.H., Muhammad
Arfiandi Fauzan, S.H., Ecoline Situmorang, S.H., Uli Parulian, S.H.,
Deddy Prihambudi, S.H., Rhino Subagyo, S.H., Reinhard Parapat, S.H.,
Basir Bahuga, S.H., Lamria Siagian, S.H., Dorma Sinaga, S.H., Lambok
Gultom, S.H., Dede Nurdin Sadat, S.H., Susilaningtyas, S.H., Muji
Kartika Rahayu, S.H., Isna Hertati, S.H., Agus Yunianto, S.H., Heppy
Sebayang, S.H., Fredi K. Simanungkalit, S.H, David Oliver Sitorus,
S.H., Leonard Sitompul, S.H., Arianus Maruli, S.H., Derwin Anifah,
S.H., Ibrahim Sumantri, S.H., Irfan Fahmi, S.H., Janses E. Sihaloho,
S.H., Maria, S.H., Rido Triawan, S.H., Tumaber Manulang, S.H.,
Burhanuddin, S.H., Anthony Leroi Ratag, S.H., Ali Akbar, S.H., Feri
Febrian, S.H., Asfinawati, S.H. dan Hermawanto, S.H., keseluruhannya
adalah Advokad/Pembela Umum pada APHI (Asosiasi Penasihat Hukum

dan Hak Asasi Manusia Indonesia), ICEL (Indonesian Center for



Enviromental Law), LBH Jakarta (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), LBH
Jawa Timur (Lembaga Bantuan Hukum Jawa Timur), PBHI (Perhimpunan
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manausia Indonesia), WALHI (Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia); memilih domisil di Jakarta, WALHI, JI. Tegal
Parang Utara No.14 Mampang Perapatan, Jakarta Selatan 12790,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sah untuk itu sebagaimana

terlampir dalam permohonan.

[ll. Pemohon dalam Perkara Nomor 060/PUU-11/2004:

Zumrotun, pekerjaan petani, alamat Tandomulyo Rt.08/Rw.04,
Kel. Tondomulyo, Kec. Jakenan, Kab. Pati, dkk, sebanyak 868 orang;
terakhir Pdt. Serdy R. Pratastik, pekerjaan Pendeta, alamat Citra Indah
Blok A.7 No.36, Sukamaju Jonggol ---------------------- sebagai Pemohon llI;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Johnson Panjaitan, S.H., R.
Dwiyanto Prihartono, S.H., Hotma Timbul Hutapea, S.H., Muhammad
Arfiandi Fauzan, S.H., Ecoline Situmorang, S.H., Uli Parulian, S.H.,
Deddy Prihambudi, S.H., Rhino Subagyo, S.H., Reinhard Parapat, S.H.,
Basir Bahuga, S.H., Lamria Siagian, S.H., Dorma Sinaga, S.H., Lambok
Gultom, S.H., Dede Nurdin Sadat, S.H., Susilaningtyas, S.H., Muji
Kartika Rahayu, S.H., Isna Hertati, S.H., Agus Yunianto, S.H., Heppy
Sebayang, S.H., Fredi K. Simanungkalit, S.H., David Oliver Sitorus,
S.H., Leonard Sitompul, S.H., Arianus Maruli, S.H., Derwin Anifah,
S.H., Ibrahim Sumantri, S.H., Irfan Fahmi, S.H., Janses E. Sihaloho,
S.H., Maria, S.H., Rido Triawan, S.H., Tumaber Manulang, S.H.,
Burhanuddin, S.H., Anthony Leroi Ratag, S.H., Ali Akbar, S.H., Feri
Febrian, S.H., Asfinawati, S.H. dan Hermawanto, S.H., keseluruhannya
adalah Advokad/Pembela Umum pada APHI (Asosiasi Penasihat Hukum
dan Hak Asasi Manusia Indonesia), ICEL (Indonesian Center for
Enviromental Law), LBH Jakarta (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), LBH
Jawa Timur (Lembaga Bantuan Hukum Jawa Timur), PBHI (Perhimpunan
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), WALHI (Wahana

Lingkungan Hidup Indonesia), memilih kediaman hukum (domisili) di JI.



Tegal Parang Utara No.14 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sah untuk itu sebagaimana

terlampir dalam permohonan.

IV. Pemohon dalam Perkara Nomor 063/PUU-11/2004:
Suta Widhya, pekerjaan Swasta, beralamat di JI. Mangga No.16A
Rt.4/5 Jakarta Timur, -------===-=mmmmmmmmmm oo sebagai Pemohon IV,
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: JJ. Amstrong Sembiring, S.H., dari
Tim Bantuan Hukum Komunitas Pelanggan Air Minum Jakarta
(KOMPARTA), berdomisili di JI. Dr. Saharjo No.11l Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sah untuk itu sebagaimana

terlampir dalam permohonan.

V. Pemohon dalam Perkara Nomor 008/PUU-111/2005:

Suyanto, alamat Dusun Krayokan, Desa Meyosi, Kec. Talun, Kab.
Pekalongan Propinsi Jawa Tengah, dkk, sebanyak 2063, terakhir
P.Siburian, alamat Desa Serdang Kecamatan Beringin Deli Serdang
Sumatera Utara ----------==--=-mmmmm oo sebagai Pemohon V;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bambang Widjojanto, S.H., LL.M,,
Iskandar Sonhaji, S.H., A. Fickar Hadjar, S.H., M.H., M. Soleh Amin,
S.H., Poltak Ike Wibowo, S.H., Kurniawan Adi Nugroho, S.H., Boedhi
Wijardjo, S.H., Adhi Prasetyo, S.H. dan Ivan Valentina Ageung, S.H.,
memilih kediaman hukum di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.7
Suite 721C, Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sah untuk itu sebagaimana

terlampir dalam permohonan.

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia;



Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Telah mendengar keterangan para Saksi;
Telah mendengar keterangan para Ahli;

Telah memeriksa bukti-bukti surat atau tulisan dan dokumen-

dokumen;

Telah membaca Kesimpulan Pemohon Perkara Nomor 058, 059,
060/ PUU-11/2004.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon | telah mengajukan permohonan dengan
surat permohonannya bertanggal 9 Juni 2004 yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 18 Juni
2004, dengan registrasi perkara Nomor 058/PUU-II/2004, dan perbaikan
permohonan bertanggal 27 Juli 2004 yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 27 Juli
2004; Pemohon Il telah mengajukan permohonan dengan surat
permohonannya bertanggal 1 Juli 2004 yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 2 Juli
2004, dengan registrasi perkara Nomor 059/PUU-II/2004, dan perbaikan
permohonan bertanggal Juli 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2004;
Pemohon Il telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya
bertanggal 28 Juli 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2004, dengan registrasi
perkara Nomor 060/PUU-I1/2004, dan perbaikan permohonan bertanggal 2
September 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia pada hari Rabu, tanggal 8 September 2004; Pemohon IV telah

mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Juli



2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2004, dengan registrasi perkara Nomor
063/PUU-11/2004, dan perbaikan permohonan bertanggal 20 Juli 2004 yang
diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari
Rabu, 22 September 2004; Pemohon V telah mengajukan permohonan
dengan surat permohonannya bertanggal 24 Pebruari 2005, yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa,
tanggal 1 Maret 2005, dengan registrasi perkara Nomor 008/PUU-111/2005, dan
perbaikan permohonan bertanggal 29 Maret 2005 yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis,
tanggal 31 Maret 2005;

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara Nomor 058-059-060-
063/PUU-11/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 adalah sama, vyaitu
permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, maka

Mahkamah berpendapat putusan perkara-perkara a quo digabungkan;

Menimbang bahwa pada dasarnya para Pemohon mengajukan
permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, dengan
dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Perkara Nomor 058/PUU-11/2004
Pendahuluan

Bahwa air merupakan komponen alam dan lingkungan hidup yang
merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Air merupakan hak asasi
manusia, yang menjadi pokok kesejahteraan rakyat.

Air merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di bumi,
sebagaimana dinyatakan oleh Enger dan Smith: "semua organisme yang
hidup tersusun dari sel-sel yang berisi air sedikitnya 60% dan aktivitas
metaboliknya mengambil tempat di larutan air" (Enger & Smith, 2000).
Selanjutnya, tokoh dunia Goethe pernah menyatakan: "everything originated

is the water. Everything is sustained by water." Sebagai tambahan, fakta



menunjukkan 70% permukaan bumi tertutup oleh air. Dengan demikian,
tanpa air, seluruh gerak kehidupan akan berhenti.

Setiap orang membutuhkan air. Dua pertiga tubuh manusia terdiri atas
air. Sedikitnya setiap orang membutuhkan 50 liter air untuk minum, masak,
mencuci, untuk sanitasi dan untuk bertumbuhnya tanaman pangan setiap
hari. Karenanya, hukum hak asasi manusia mengadopsi hak setiap orang
atas air sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

Bahwa air adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia itu
sendiri. Hak ini terartikulasi secara implisit dalam Konvensi Internasional Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya, terutama Pasal 11 tentang hak atau standar
kehidupan yang layak disatu sisi dan kewajiban negara untuk memenuhinya
di sisi lain, serta Pasal 12 tentang hak atas kesehatan rohani dan jasmani,
yang salah satu unsur terpenting di dalamnya adalah soal kesehatan
lingkungan yang berkoneksi erat dengan air. Secara eksplisit termaksud
dalam General Comment 15 terhadap konvensi tersebut. Dipandang dari
persfektif apapun, air tak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan, bahkan air
adalah kehidupan itu sendiri (aqua vitae, life water).

Bahwa dalam persfektif konsep hak asasi manusia, dalam hal
hubungan negara dengan warganya, rakyat berposisi sebagai pemegang
hak (right holder), sementara di sisi lain negara berkedudukan sebagai
pengemban kewajiban (duty holder). Dimana kewajiban negara yang
mendasar adalah melindungi dan menjamin hak asasi warganya (rakyat)
dimana salah satunya adalah hak atas air, mengupayakan pemenuhan
secara positif atau menjamin akses rakyat atas air yang sehat untuk segala
kebutuhannya mulai dari urusan rumah tangga, irigasi dan urusan produksi
lainnya.

Bahwa implikasinya, keberadaan air lebih dari sekedar barang
konsumsi; air adalah barang sosial, artinya rakyat bukan sekedar
berkedudukan sebagi konsumen, melainkan lebih sebagai pemilik hak. Jadi
dengan sendirinya upaya apapun dari pihak negara ataupun kekuatan lain di
luar negara untuk memperlakukan air sebagai barang komoditi “harus
ditolak”.



Hal itu semakin terartikulasi secara tegas dalam sistem dan prinsip
demokrasi ekonomi yang dianut Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan.
Pasal 33 UUD 1945 amandemen ke empat sangat jelas menekankan hal itu,
terutama Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 34 ayat (3) juga
menegaskan lebih jauh soal kewajiban dan tanggung jawab negara dalam
hal penyediaan fasilitas pelayanan umum kepada rakyat, termasuk dalam
hal ini adalah penyediaan air yang bersih dan sehat. Jadi secara
konstitusional, sama sekali tidak beralasan untuk menjadikan air sebagai
barang privat yang antara lain tercermin dengan pelimpahan pengelolaannya
kepada sektor privat. Negaralah yang bertanggungjawab untuk memenuhi
hak-hak asasi manusia dari para warganya.

Bahwa hak asasi manusia dalam disiplin hak asasi manusia diberi
posisi sebagai "guaranted constitusional right". Hak asasi menjadi hak
konstitusional. Karenanya, hak asasi bukanlah "regulated rights", yang
pemenuhannya tergantung pada Undang-undang atau Peraturan
Pemerintah belaka. Hak asasi mengandung nilai-nilai universal, tidak boleh
diderogasi, dilimitasi, dihilangkan sebagian dan/atau seluruhnya, termasuk
lewat perundang-undang an yang berlaku di sebuah negara.

Pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang Sumber Daya
Air di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hingga
ditetapkan menjadi undang-undang , banyak anggota dan kelompok
masyarakat yang menolak Rancangan Undang-undang . Secara umum,
setidaknya ada 2 alasan pokok penolakan masyarakat terhadap Undang-
undang Sumber Daya Air, sebagai berikut:

1. UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar
pembentukan Negara Republik Indonesia yang anti penjajahan, dan
mengutamakan persatuan dan kedaulatan, kemakmuran rakyat dan
mengutamakan demokrasi ekonomi. UU No.7 Tahun 2004 merupakan
perundang-undang an yang bertujuan menghapus nilai air sebagai
barang sosial menjadi barang komersial. Karenanya, Undang-undang ini
memunculkan dan berpotensi memicu konflik antar masyarakat, serta

mengakibatkan penderitaan masyarakat miskin yang juga membutuhkan



air. UU No.7 Tahun 2004 ini juga mengutamakan kepentingan anggota
masyarakat yang tinggal di perkotaan, daerah padat industri dan daerah
padat penduduk serta masyarakat kelas menengah yang berpenghasilan
tinggi, yang mempunyai daya beli untuk mendapatkan air bersih, layak
dan memadai. Dengan kata lain Undang-undang ini tidak menjamin
kepentingan banyak lapisan masyarakat miskin yang tinggal di perkotaan
serta mayoritas penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan, terutama
mayoritas penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya sebagai
petani, dimana 85% air masih digunakan untuk keperluan irigasi lahan
pertanian.

2. UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan
hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 serta jaminan yang
dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal
Declaration of Human Rights) dan standard dan norma internasional
tentang hak asasi manusia lainnya. UU No.7 Tahun 2004 ini juga bersifat
diskriminatif.

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2004, DPR RI telah memberikan
persetujuan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air
untuk disahkan menjadi undang-undang . Selanjutnya, pada tanggal 18
Maret 2004, Presiden Republik Indonesia telah mensahkan UU No.7 Tahun
2004 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32. Banyak pasal dalam UU No.7 Tahun 2004 ini bertentangan
dengan ketentuan dalam UUD 1945.

Bahwa keberadaan UU No.7 Tahun 2004 seharusnya tidak terlepas
dari komitmen untuk melakukan pembaharuan kebijakan dalam hal
pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana
telah dimandatkan secara tegas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang isinya menegaskan
bahwa Ketetapan tersebut merupakan landasan peraturan perundang-
undang an mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya

alam. Dimana hal tersebut dilakukan dengan suatu proses yang



berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dalam

rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan

kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaannya harus dilakukan

secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan serta sesuai

dengan prinsip-prinsip:

a.

Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi

keanekaragaman dalam unifikasi hukum;

. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber

daya manusia Indonesia;

Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan
optimalisasi partisipasi rakyat;

Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan,
pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya
agraria dan sumber daya alam;

Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal,
baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan

tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;

. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian dan fungsi ekologis sesuai

dengan kondisi sosial budaya setempat;

Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan
dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan
pengelolaan sumber daya alam;

Mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan
keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya
alam;

Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, Pemerintah
(pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat),

masyarakat dan individu;
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I. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat
nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat,
berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumber daya agraria dan
sumber daya alam.

Bahwa kebijakan pembaharuan agraria dan sumber daya alam
tersebut dilaksanakan antara lain dengan melakukan pengkajian ulang
terhadap berbagai peraturan perundang-undang an yang berkaitan dengan
agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor serta
menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria
yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa
mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan
didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud di atas.

Bahwa hal tersebut dimandatkan secara tegas dalam ketentuan Pasal
6 dan Pasal 7 TAP-MPR No.IX Tahun 2001 dimana DPR RI bersama
Presiden ditugaskan untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan
pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, serta mencabut,
mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan
pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini, serta untuk segera
melaksanakan Ketetapan tersebut dan melaporkan pelaksanaannya pada
Sidang Tahunan MPR RI.

Bahwa dengan disahkannya UU No.7 Tahun 2004 ini telah merusak
politik pembaharuan hukum pengelolaan agraria dan sumber daya alam
yang telah dimandatkan secara tegas dalam TAP-MPR No.IX Tahun 2001,
sehingga berpotensi kembali melanggengkan pola pengelolaan sumber daya
alam yang berorientasi pada eksploitasi (use oriented) yang mengabaikan
kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, karena
semata-mata digunakan sebagai perangkat hukum (legal instrument) untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi, orientasi pengelolaan sumber daya alam
yang lebih berpihak pada pemodal-pemodal besar (capital oriented), dimana
hal tersebut akan mengabaikan kepentingan dan akses atas sumber daya
alam serta mematikan potensi-potensi pengelolaan perekonomian

masyarakat lokal. Implementasi pengelolaan yang dilakukan Pemerintah
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akhirnya bersifat sangat sektoral, sehingga sumber daya alam tidak dilihat
sebagai sistem ekologi yang terintegrasi dan tidak terkoordinasi serta
berpotensi melanggar hak asasi manusia berkaitan dengan penguasaan,
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini bertentangan
dengan Pembukaan alinea IV UUD 1945 yang menyatakan “..... untuk
membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial .....".

Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan
negara kekuasaan (machtstaat), makna ini tertera secara eksplisit pada
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah
negara hukum”. Penegasan ini berarti hukum adalah sarana pengendali dan
pengontrol kehidupan berbangsa, bernegara, sarana pengawasan
penyalahgunaan kekuasaan dan sarana pemenuhan hak asasi seluruh
warga negara. Dengan kata lain hukum tidak boleh dan tidak bisa dijadikan
sebagai sarana pembenaran dari penyalahgunaan kekuasaan.

Bahwa dengan berbagai indikasi di atas telah terjadi pembelokan
prinsip negara hukum, dimana hukum telah dipakai menjadi alat (instrument)
untuk kepentingan kekuasaan semata.

Para Pemohon yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh UU No.7 Tahun 2004 tersebut, mengajukan permohonan
kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, karena Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguiji
Undang-undang terhadap UUD 1945, seperti dinyatakan dalam Pasal 24C
UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik
Indonesia No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
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I. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk
mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD
1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang
positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-
prinsip negara hukum. Prof. Jimly Asshiddigie dalam tulisannya yang
berjudul “Judicial Review”, menjelaskan hakikat pengujian undang-
undang , sebagai berikut:

"...judicial review merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial
terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan
legislatif, eksekutif ataupun yudikatif, pemberian kewenangan
untuk melakukan pengujian tersebut kepada hakim merupakan
prinsip checks and balances berdasarkan sistem pemisahan
kekuasaan negara (yang dapat dipercaya dapat lebih menjamin
perwujudan gagasan demokrasi dan cita-cita negara hukum -
rechstaat maupun rule of law)" (Dictum, Edisi I, 2002) ".

2. Melihat pernyataan tersebut, tidak berlebihan jika dikatakan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain menjadi “guardian”
dari “constitusional rights” setiap warga negara Indonesia. Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang
menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak
hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran ini para Pemohon
kemudian memutuskan untuk mengajukan pengujian UU No.7 Tahun
2004 yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal
yang dimuat dalam UUD 1945, termasuk jaminan hak asasi manusia
yang dimuat di dalamnya.

3. Bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)
sebagai pemohon pengujian undang-undang karena terdapat
keterkaitan sebab akibat (causal verband) disahkannya UU No.7
Tahun 2004 menyebabkan hak Kkonstitusional para Pemohon
dirugikan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-
undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (UU No. 24 Tahun 2003). Pasal 51 ayat (1) menyatakan
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Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang , yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang ;

c. Badan hukum publik atau privat;

d. Lembaga negara.

4. Bahwa para Pemohon adalah tokoh-tokoh masyarakat yang sudah
dikenal dalam perjuangan penegakan hukum, hak asasi manusia dan
demokrasi serta tokoh-tokoh masyarakat yang secara langsung
maupun tidak langsung dirugikan hak konstitusionalnya karena
keberlakuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8
ayat (2) huruf ¢, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal
29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7),
Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 91 serta
Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2004.

5. Bahwa para Pemohon dari nomor sebelas (11) hingga lima puluh tiga
(53) adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang
secara langsung maupun tidak langsung dirugikan hak
konstitusionalnya karena pemberlakuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29
ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40
ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal
46 ayat (2), Pasal 91 serta Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU
No.7 Tahun 2004.

6. Bahwa para Pemohon memiliki hak atas pengakuan, jaminan dan
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang
sama dihadapan hukum, berhak dan wajib ikut serta dalam
pembelaan negara, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan, berhak untuk memajukan dirinya dalam

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
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masyarakat, bangsa dan negaranya yang merupakan hak hukum dan
hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi di negara Republik
Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
Hak-hak para Pemohon tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam
Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2)
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

. Bahwa selanjutnya para Pemohon mempunyai hak hidup sejahtera
lahir dan batin, seperti dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

. Bahwa Pasal 33 ayat (2) menyatakan: “Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara”, Pasal 33 ayat (3) menyatakan: “Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) menyatakan: “Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Karenanya para
Pemohon mengajukan permohonan karena UU No.7 Tahun 2004 juga
telah melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
UUD 1945.

. Bahwa lembaga para Pemohon dijamin oleh perundang-undang an
untuk memperjuangkan hak asasi manusia, penegakan hukum dan
kesejahteraan sosial rakyat Indonesia, seperti dinyatakan dalam
Undang-undang No.6 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-undang No.23 Tahun 1997
tentang Pokok Lingkungan Hidup, Undang-undang No.41 Tahun
1999 tentang Kehutanan, Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi, Undang-undang No0.39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen.
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10.Bahwa organisasi non-Pemerintah atau lembaga swadaya
masyarakat, seperti lembaga para Pemohon sudah diakui memiliki
kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan hak
asasi manusia, demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan,
seperti dinyatakan dalam berbagai putusan pengadilan, seperti:

10.1.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No.
820/Pdt/G.IV/IPN.Jkt.Pst. (kasus Walhi melawan Indorayon)
antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melawan
Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat),
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Sumatera Utara, Menteri
Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan
Hidup, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, PT. Inti Indorayon
Utama;

10.2.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No0.154/ Pdt.G/
2001/PN.Jkt.Pst. (kasus gugatan APBD Jakarta) antara Koalisi
Ornop untuk transparansi Anggaran yang terdiri dari INFID, UPC,
YLKI, FITRA, JARI, KPI, ICW, YAPPIKA melawan DPRD DKI
Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

10.3.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No0.213/ Pdt.G/
2001/PN.Jkt.Pst. (kasus Sampit) antara KONTRAS, YLBHI,
PBHI, ELSAM, APHI melawan Presiden Republik Indonesia,
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah
Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin
Timur, Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Kalimantan Tengah,
Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Kotawaringin Timur;

10.4.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 71/G/2001/PTUN-
Jkt. (kasus trasgenik) antara Koalisi Ornop untuk Keamanan
Hayati dan Pangan yang terdiri dari ICEL, YLKI,
KONPHALINDO, Biotani Indonesia, YLKSS, LPPM melawan

Menteri Pertanian Republik Indonesia;

16



11.Bahwa para Pemohon dari badan hukum yang diwakili para Direktur

Eksekutif/Ketua Umum/Koordinator/Sekretaris Umum/Direktur/ Badan

Pengurus merupakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM)

yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak sendiri dan keinginan

sendiri dari beberapa kelompok masyarakat di tengah masyarakat,
yang berminat serta bergerak di bidang pembelaan terhadap hak-hak
asasi masyarakat.

12.Bahwa di dalam menjalankan perannya, para Pemohon secara nyata
dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap pembelaan
atas hak-hak masyarakat.

13.Bahwa para Pemohon adalah anggota masyarakat yang dalam
pergaulan di lingkungannya peduli terhadap kepentingan masyarakat
banyak.

14.Bahwa alat uji para Pemohon telah melakukan kegiatan-kegiatan hak-
hak masyarakat tercermin dari anggaran dasar dan atau anggaran
rumah tangga dari lembaga-lembaga tersebut yaitu:

a. Dalam Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar dari Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) disebutkan bahwa tujuan dari
Yayasan ini adalah menumbuhkan, mengembangkan dan
memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai
negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada
umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat
pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara
biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban
sebagai subyek hukum, dan dalam Pasal 5 ayat (3) pada
Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Yayasan berperan
aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan
pembaruan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan
Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of
Human Rights). Dalam Pasal 21 pada Anggaran Dasar yang sama

disebutkan bahwa Ketua mewakili Yayasan di dalam maupun di
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luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan
hak untuk dan atas nama Yayasan;

. Dalam Pasal 7 Anggaran Dasar dari Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM) disebutkan tujuan dari lembaga ini adalah
mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai
hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi, baik dalam rumusan
hukum maupun dalam pelaksanaannya. Dan dalam Pasal 22 pada
Anggaran Dasar yang sama Badan Pengurus ELSAM mempunyai
kewenangan mengangkat seorang Direktur Eksekutif sebagai
pelaksana kegiatan lembaga. Direktur Eksekutif diberi hak untuk
mewakili kepentingan ELSAM baik di dalam maupun di luar
pengadilan;

Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dari Yayasan Bimbingan
Kesejahteraan Sosial (YBKS) disebutkan tujuan dari lembaga ini
adalah menyatakan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada
masyarakat melalui pelayanan umatNya. Dan dalam Pasal 19
pada Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Direktur
YBKS berkewajiban membantu Dewan Pengurus dalam
mengadakan hubungan dengan Pemerintah, gereja dan lain-lain;

. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dari Yayasan FIELD (Farmer
Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy) disebutkan
tujuan dari lembaga ini adalah mengupayakan terwujudnya
masyarakat tani yang demokratis dan berkeadilan, dengan
mendukung gerakan petani yang menjalani kehidupan bertani
yang sehat dan berkelanjutan, melalui pendidikan partisipatoris,
penguatan kelompok dan jaringan petani, riset aksi, kajian
kebijakan dan penyebaran gagasan-gagasan demokratis dan
ekologis. Dan dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar yang sama
disebutkan bahwa Koordinator berhak mewakili Yayasan ini di
dalam dan di luar pengadilan, berhak melakukan segala tindakan,
baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai

pemilikan, dengan pembatasan;
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e.

g.

Dalam Pasal 3 pada Anggaran Dasar dari Yayasan Gemi Nastiti
(Yayasan GENI) disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini adalah
sebagai wadah pengembangan kreativitas dan semangat
pengabdian sosial generasi muda kepada masyarakat kurang
mampu. Dan dalam Pasal 7 pada Anggaran Dasar yang sama
disebutkan bahwa pengurus Yayasan memimpin Yayasan dan
merupakan pengurus harian dan disebutkan juga bahwa yang
berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan adalah
Deputi Direktur Yayasan Geni Nastiti;

Dalam Pasal 5 Anggaran Dasar dari Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) disebutkan tujuan dari lembaga ini adalah
memberikan bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat
konsumen, menuju kepada kesejahteraan keluarga. Dan dalam
Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa
Yayasan ini diurus oleh Badan Pengurus Harian yang terdiri dari
sedikit-dikitnya 7 orang dengan susunan sebagai berikut:

Seorang Ketua,

Seorang atau lebih Wakil Ketua;

Seorang Sekretaris;

Seorang atau lebih Wakil Sekretaris;

Seorang Bendahara;

Seorang atau lebih Wakil Bendahara;

N o gk~ wbd e

Seorang atau lebih Anggota Badan Pengurus Harian.

Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dari Yayasan Sekretariat Bina
Desa disebutkan tujuan dari yayasan ini adalah melayani
pengembangan lembaga dan organisasi yang bergerak dibidang
pembangunan dan pengembangan sumber daya manusiawi
pedesaan, untuk pengembangan kemandirian serta mengangkat
martabat manusia desa dan masyarakat di pedesaan secara
keseluruhan, lewat berbagai usaha untuk mengembangkan
sumber daya manusiawi dan kelompok swadaya masyarakat

berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang bertujuan untuk penguatan
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rakyat. Dan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar yang sama
disebutkan bahwa pelaksanaan harian Yayasan ini adalah Direktur
Pelaksana yang juga bisa bertindak di dalam dan diluar

pengadilan;

. Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Anggaran Dasar dari Perkumpulan

ELSPPAT, disebutkan bahwa “Visi perkumpulan ini adalah
tercapainya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Misi
perkumpulan ini adalah mengubah realita kemiskinan dan
ketidakadilan masyarakat pedesaan dan memperbaikinya melalui
pemberdayaan sikap terhadap teknologi, pengorganisasian dan
advokasi terhadap petani, perempuan dan anak-anak.” Dan
menurut Pasal 25 ayat (1) dan (2) pada Anggaran Dasar yang
sama disebutkan bahwa Badan Pelaksana merupakan badan
kepemimpinan pelaksana harian perkumpulan yang bersifat
kolektif kolegial yang terdiri dari Koordinator, Sekretaris dan
Bendahara dengan dibantu oleh Program Officer sesuai dengan
kebutuhan. Serta dalam Pasal 26 Anggaran Dasar yang sama
disebutkan tugas dan wewenang Badan Pelaksana salah satunya
adalah mewakili perkumpulan ke dalam maupun ke luar;

Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dari Indonesian Centre for
Environmental Law (ICEL) disebutkan tujuan dari lembaga ini
adalah salah satunya untuk memberikan dukungan terhadap
pembelaan dalam permasalahan lingkungan yang dilakukan
masyarakat dan lembaga masyarakat. Dan dalam Pasal 10 ayat
(4) Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Direktur
Eksekutif berhak mewakili Yayasan untuk bertindak di dalam dan
di luar Pengadilan dalam segala tindakan (aktivitas) Yayasan, baik
mengenai tindakan-tindakan pengurusan maupun tindakan-
tindakan yang mengenai hak milik Yayasan dan mengikat Yayasan
ini dengan pihak lain ataupun sebaliknya, dengan pembatasan-

pembatasan;
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Dalam Pasal 7 pada Anggaran Dasar dari Asosiasi Penasehat

Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) disebutkan

bahwa tujuan dari lembaga ini berdiri adalah:

1.

Memperjuangkan tatanan masyarakat bangsa Indonesia yang
menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan serta martabat
manusia;

Menegakkan hukum dan hak asasi manusia, keadilan dan
perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia,
ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya
Negara Hukum sesuai dengan Undang- Undang Dasar
Republik Indonesia dan prinsip-prinsip universal hak asasi
manusia;

Turut berusaha dalam mewujudkan masyarakat adil dan
makmur, aman, tenteram dan tertib yang bersumber pada

Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

. Mengembangkan kualitas keahlian penasehat hukum di

Indonesia, sehingga siap menghadapai era persaingan bebas;
Menciptakan masyarakat yang mempunyai pola pikir, sikap dan
pola tindak yang tidak membeda-bedakan (diskriminatif)
berdasarkan ras (suku, suku bangsa, warna kulit dan
keturunan);

Membina dan memperbaharui aturan-aturan hukum, baik
tertulis maupun tidak tertulis, dan kebijakan-kebijakan
Pemerintah yang mengandung muatan-muatan atau materi-
materi yang melanggar hak asasi manusia;

Memberi bantuan hukum terhadap setiap orang yang hak-hak

asasinya dilanggar;

Dan dalam Pasal 17 huruf f dan h pada Anggaran Dasar yang

sama disebutkan bahwa Dewan Pengurus berhak mewakili

lembaga di dalam maupun di luar pengadilan. Yang dimaksud

Dewan Pengurus yang mempunyai hak itu adalah Ketua Umum
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atau Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Umum atau Wakil
Sekretaris Umum;
15.Bahwa selanjutnya, dasar dan kepentingan hukum para Pemohon
dalam mengajukan permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004
dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah
Tangga lembaga dimana para Pemohon bekerja. Lembaga dimana
para Pemohon bekerja, berbentuk badan hukum atau yayasan; dalam
Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga menyebutkan
dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi serta telah
melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya.
16.Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) yang telah menjadi pengetahuan
umum (notoire feiten) sebagai pemohon pengujian undang-undang
karena keberlakuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan ayat
(4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (4)
dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal
91 serta Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merugikan hak
konstitusional para Pemohon yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal
27 ayat (1) dan (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, pengajuan
permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945,
sebagai wujud dari kepedulian dan upaya para Pemohon untuk
membela negara serta melindungi kepentingan negara dan wujud
tanggungjawab mengupayakan kemakmuran rakyat, dan
mengupayakan demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi
nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 33 ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.
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Fakta Yang Ada Di Masyarakat

1.

Bahwa Umbul Sigedang dan Kapilaler sejak dahulu merupakan

sumber air pokok (minum dan sanitasi) masyarakat;

. Bahwa Umbul Sigedang dan Kapilaler merupakan sumber air untuk

irigasi pertanian yang mampu mengaliri areal persawahan sepanjang
Kecamatan Polanharjo, Trucuk, Pedan, Cawas, Tulung, Delanggu,
Juwiring dan Karangdowo;

Bahwa sejak tahun 2003 di desa Wangen, Polanharjo, Klaten telah
beroperasi PT. Tirta Investama (Aqua-Danone) yang mengambil air
(eksploitasi air) dari sumber air (sumur artesis) Umbul Sigedang;
Bahwa eksploitasi air yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama (Aqua-
Danone) menyebabkan berkurangnya pasokan air untuk irigasi
pertanian dan mulai munculnya konflik perebutan air irigasi di daerah
hilir seperti Kecamatan Juwiring dan Delanggui;

Bahwa PT. Tirta Investama (Aqua-Danone) merencanakan eksploitasi
air yang baru yang mempunyai kapasitas 50 liter/detik tanpa
melibatkan masyarakat petani yang akan menjadi korbannya;

Bahwa sejak dahulu sumber air yang ada di Karanganyar digunakan
oleh petani untuk irigasi, namun mulai tahun 1988 hingga sekarang
berbagai sumber air banyak yang dikuasai dan digunakan secara
besar-besaran oleh PDAM,;

Bahwa mulai tahun 2002 petani di daerah Karanganyar telah
diberlakukan penggiliran air irigasi yang berakibat tertundanya awal
tanam hingga satu bulan;

Bahwa semula sumber air di Umbul Cokro, Klaten hanya digunakan
untuk lahan persawahan (irigasi) kemudian dimanfaatkan juga oleh
PDAM Surakarta dan perusahaan AMDK “Cokro” yang mulai
beroperasi tahun 2002;

Bahwa akibat eksploitasi dari PDAM dan AMDK Cokro, lahan
persawahan petani yang semula bisa dialiri hingga 60 ha dan Kkini

hanya 15 ha, sisanya terpaksa beralih menjadi tanaman palawija;
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10.Bahwa akibat lainnya adalah kawasan di sekitar sumber air Umbul
Cokro yang semula mempunyai pola tanam padi tiga kali dalam

setahun mulai sekarang mengalami pergeseran musim tanam.

lll. Alasan-alasan Formil
Masalah-masalah formil dalam proses persetujuan DPR RI
terhadap Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air menjadi

UU No.7 Tahun 2004.

1. Bahwa sejak awal pembahasan Rancangan Undang-undang Sumber
Daya Air telah menimbulkan kontroversi, baik di kalangan DPR RI
sendiri, Pemerintah mapun kontroversi di lapisan masyarakat
Indonesia.

2. Bahwa dalam Sidang Paripurna DPR RI untuk persetujuan
Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air tersebut, jumlah
anggota DPR-RI yang hadir hanya 348 orang, dari 483 anggota DPR
RI seperti dapat dilihat dalam daftar hadir di Sekretariat Jenderal DPR
RI.

3. Bahwa dalam Sidang Paripurna tersebut, sebanyak 7 (tujuh) anggota
DPR RI menyatakan keberatannya dan menolak persetujuan
Rancangan Undang-undang tersebut, yakni Prof. Dr. Astrid S.
Susanto (Fraksi KKI), Ismawan D.S. (Fraksi KKI), H. Th. Soemandjaja
(Fraksi Reformasi), Cecep Rukmana (Fraksi Reformasi), Nurdiati
Akmal (Fraksi Reformasi), H. Mutammimul’ula (Fraksi Reformasi), dan
Zulkifli Halim (Fraksi Reformasi). Alasan ketujuh anggota Dewan ini,
karena menganggap masih terjadi pertentangan dan kontroversi antar
Komisi DPR RI yang berkepentingan dengan Rancangan Undang-
undang ini. Para anggota Dewan ini sempat mengeluarkan
minderheidsnota dan mengusulkan dilakukan voting. Namun
Pimpinan Rapat Paripurna tetap memaksakan persetujan terhadap
Rancangan Undang-undang tersebut secara mufakat.
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4. Bahwa secara formiil prosedur persetujuan UU No.7 Tahun 2004
bertentangan dengan UUD 1945.

4.1. Bahwa DPR RI sebagai pembentuk undang-undang wajib
mematuhi ketentuan UUD 1945. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945
dinyatakan bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang
kekuasaan membentuk Undang-undang ”;

4.2. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5)
Undang-undang No.4 Tahun 1999, yang merupakan
pelaksanaan dari Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 di atas. Pasal 33
ayat (2) huruf a menyatakan: “Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: bersama-
sama dengan Presiden membentuk Undang-undang 7
sementara Pasal 33 ayat (5) menyatakan: “Pelaksanaan
sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR”;

4.3. Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang No.4
Tahun 1999 serta Peraturan Tata Tertib DPR-RI merupakan
pelaksanaan dari Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 mengenai tugas
dan kewenangan DPR-RI untuk membentuk Undang-undang .

5. Bahwa pengambilan keputusan persetujuan Rancangan Undang-
undang menjadi undang-undang  dilakukan dengan voting atau
pengambilan suara terbanyak, jika keputusan tidak disetujui oleh
semua Anggota dan unsur Fraksi DPR RI. Dalam Pasal 192
Peraturan Tata Tertib DPR RI dinyatakan bahwa: “Keputusan
berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang
dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 189 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir”.
Selanjutnya dalam Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR RI
dinyatakan bahwa: “Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil
apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena
adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat

dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain”.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Bahwa dalam Sidang Paripurna persetujuan Rancangan
Undang-undang Sumber Daya Air menjadi UU No.7 Tahun 2004
tersebut, terdapat beberapa anggota DPR RI yang berpendirian
tidak setuju terhadap keberadaan Rancangan Undang-undang
tersebut. Namun pimpinan rapat tetap memaksakan persetujuan
terhadap Rancangan Undang-undang tersebut. Akibatnya,
beberapa anggota DPR tersebut melakukan walk out. Tindakan
pimpinan rapat paripurna yang tetap memaksakan pengambilan
suara dengan mufakat dan tidak dengan suara terbanyak,
padahal ada perbedaan pendirian diantara anggota rapat
paripurna merupakan pelanggaran terhadap Pasal 192 dan
Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR RI;

Bahwa dalam Sidang Paripurna Persetujuan Rancangan
Undang-undang Sumber Daya Air tersebut dari Fraksi
Kebangkitan Bangsa (FPKB) dengan juru bicara Muhaimin MT
menyatakan di dalam pemandangan Fraksi PKB bahwa
kesimpulan pendapat fraksi dan memberikan tanda tangan
bahwa fraksinya menolak menyetujui pengesahan Rancangan
Undang-undang Sumber Daya Air menjadi undang-undang ;
Bahwa senada dengan Fraksi PKB, Fraksi Reformasi dengan
juru bicara Ir. Amri Husni Siregar dalam pemandangan Fraksi
Reformasi menyatakan bahwa Fraksi Reformasi meminta agar
pengesahan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air
dapat ditunda untuk sosialisasi lebih lanjut terhadap pasal-pasal
yang belum dipahami masyarakat luas;

Bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan ada
minderheidsnota dari anggota Fraksi KKI, Sdri. Astrid yang isinya
kekecewaan apabila DPR Rl mengesahkan Rancangan Undang-
undang Sumber Daya Air dikarenakan Belanda pun
menganggap air itu milik rakyat bukan milik Pemerintah
/siapapun. Dan juga menyatakan bahwa meskipun secara

prosedural sudah disepakati oleh DPR RI sebagai anggota
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Fraksi Reformasi tetap ingin ada sosialisasi lebih mendalam
supaya masyarakat yang belum bisa menerima itu paham, dan
Undang-undang tersebut secara lengkap belum tersosialisasi.
Kalau ada kesempatan 2 hingga 3 pekan dan masyarakat bisa
menanggapi secara lebih dewasa, maka peluang Undang-
undang Sumberdaya Air diajukan ke Mahkamah Konstitusi bisa
ditiadakan. Sehingga dirinya masih keberatan untuk diambil
keputusan;

Bahwa beberapa anggota DPR RI dari Fraksi Reformasi juga
mengeluarkan  pengajuan untuk divoting seperti dilakukan
Sumanjaya yang meminta penangguhan persetujuan terhadap
Rancangan Undang-undang untuk beberapa waktu;

Bahwa pendapat senada juga diajukan oleh anggota Fraksi
Reformasi yang lain yaitu Cecep Rukmana dengan
mengeluarkan minderheidsnota dikarenakan masih terdapat
perbedaan presepsi Pasal 40 dan 80 yang belum dieksplorasi
sehingga diperlukan sosialisasi dan tanggapan-tanggapan dari
publik dan perlu disepakati secara bulat;

Bahwa di dalam minderheidsnota Ismawan DS anggota dari
FKKI menyatakan ketidaksetujuannya untuk Rancangan
Undang-undang Sumber Daya Air menjadi undang-undang ;
Bahwa Nurdiati Akma dari anggota DPR RI Fraksi Reformasi
mengajukan minderheidsnota untuk meminta penundaan

pengesahannya dan agar dilakukan sosialisasi;

. Bahwa penolakan Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya

Air juga dinyatakan oleh kalangan pejabat Pemerintah, sebagai
berikut:

6.1.

Menteri Pertanian Bungaran Saragih, dalam media online Tempo
Interaktif 27 September 2003, Investor Indonesia 29 September
2003, dan Harian Waspada 30 September 2003, menyatakan
keberatan terhadap Rancangan Undang-undang tentang

Sumber Daya Air yang nantinya ternyata justru memberatkan
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6.2.

6.3.

6.4.

petani dalam memperoleh air untuk irigasi. "Kita harus
membedakan mana air untuk kebutuhan komersial dan mana
untuk jasa masyarakat. Kalau untuk jasa masyarakat seperti
rumah sakit, irigasi maka tidak bisa dikomersilkan";

Roestam Sjarief, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen
Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil), dalam
Harian Bisnis Indonesia 7 Maret 2003 menyatakan dan mengakui
bahwa di dalam Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air
memang disebutkan bahwa air dapat dikomersialisasikan oleh
swasta;

Budhi Santoso Kepala Sub Direktorat Irigasi Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Harian Suara
Pembaruan 16 September 2003, menyatakan salah satu poin
terpenting yang harus dihindari Pemerintah dalam menyusun
Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air maupun
Rancangan Undang-undang sektoral lainnya, adalah tidak
membiarkan adanya satu pasal pun yang berorientasi pada
eksploitasi. Untuk mengejar keuntungan ekonomi, Pemerintah
seharusnya tidak meninggalkan fungsi sosial dan keberlanjutan
sumber daya alam. "Perangkat Undang-undang yang dibuat
seharusnya tidak berorientasi pada eksploitasi ekstraktif.
Kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi sumber daya
alam tidak bisa dinomorduakan, hanya untuk mengejar
keuntungan ekonomi yang hanya sesaat";

Ir. Solahudin Wahid, Wakil Ketua Komnas Hak Asasi Manusia,
dalam Harian Bernas 1 Februari 2004 menyatakan: “Rancangan
Undang-undang tentang air itu merupakan paketan dari para
pemodal. Sehingga apabila disetujui maka para pemodal akan
mudah mengusai sumber-sumber air yang ada, sehingga hal itu
nantinya jelas merugikan bagi orang-orang kecil khususnya para

petani. Para petani jelas yang akan dirugikan, seandainya semua
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sumber air sudah dikuasai orang bermodal. Sebab bisa-bisa

untuk mengairi sawah terpaksa harus membayar";

7. Bahwa penolakan Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya

Air yang dinyatakan masyarakat, sebagai berikut:

7.1.

7.2.

Prof. Dr. Ir. Bunasor Sanim, MSc., Guru Besar Tetap Bidang limu
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Pertanian
Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam orasi ilmiahnya bertajuk
"Ekonomi Sumberdaya Air dan Manajemen Pengembangan
Sektor Air Bersih bagi Kesejahteraan Publik”, pada acara Dies
Natalis ke-40 IPB, yang dikutip oleh Harian Suara Pembaruan 15
Oktober 2003 menyatakan bahwa: Komite Perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya mendeklarasikan
akses terhadap air sebagai a fundamental right (hak dasar
manusia). UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan Rancangan Undang-
undang tentang Sumber Daya Air, Pasal 5 menetapkan peran
negara yang sangat penting untuk menjamin rakyatnya dalam
mendapatkan air sebagai kebutuhan hidup sehari-hari dalam
mewujudkan tingkat kesejahteraan hidup. "Air adalah benda
sosial dan budaya tidak hanya komoditas ekonomi. Rancangan
Undang-undang tentang Sumber Daya Air Pasal 4 menyatakan,
sumber daya air berfungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup
yang diselenggarakan dan diwujudkan secara seimbang";

Dr. Budi Widianarko dari Universitas Katolik Soegijapranata,
Semarang dalam Harian Suara Pembaruan 19 Maret 2003
menyatakan Indonesia harus berpikir puluhan kali untuk
menerapkan privatisasi pengelolaan air. "Mengapa kita tidak mau
belajar dari kasus di banyak negara yang sangat merugikan
konsumen yang nota bene kebanyakan rakyat miskin. Jika
memang kemitraan yang ingin dikembangkan seharusnya lebih
melibatkan komunitas dan stake holder lokal bukan malah

mengundang swasta asing. Dan terbukti peran swasta global
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7.3

7.4.

7.5.

tersebut tidak memberikan sesuatu yang lebih baik malah
sebaliknya”;

Hasyim Muzadi, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
(NU), dalam media online Tempo Interaktif 26 Februari 2004
menyatakan penolakan terhadap pengesahan Undang-undang -
Sumber Daya Air: "Undang-undang itu sangat berpihak pada
penguasaan air oleh pihak swasta. Tentu saja nantinya akan
terjadi komersialisasi air dan sumber-sumber daya air yang ada.
Kalau dibiarkan terus, penggunaan air akan bergeser dari
kebutuhan pertanian dan masyarakat menjadi kebutuhan industri
dan komersialisasi. Petani yang sebenarnya pahlawan pangan,
disuruh membeli air? Sungguh tidak adil!";

Abbas Mu’in, Ketua PBNU dan Wakil Sekretaris Jenderal
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Taufiq R. Abdullah, yang
juga didampingi oleh organisasi-organisasi NU lainnya seperti
Lakpesdam NU, Fatayat NU, IPP-NU, dalam Harian Kompas 18
Februari 2004 menyatakan ada beberapa materi bahasan yang
mengarah pada privatisasi Sumber Daya Air yang sangat
merugikan rakyat kecil seperti Pasal 6, 7, 8, 9, 40, 90 dan 92.
Menurut Abbas, pengalaman dari negara lain mengajarkan
bahwa privatisasi sumber daya air hanya akan menambah biaya
bagi masyarakat karena mereka harus membeli air. Salah satu
hal yang sangat krusial dalam Rancangan Undang-undang
adalah dibukanya kesempatan perusahaan swasta
menyelenggarakan sistem penyediaan air minum tanpa
pembatasan seperti pada Pasal 40;

Siswono Yudo Husodo, Ketua Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia (HKTI), dalam Harian Kompas 15 September 2003
mengatakan, secara keseluruhan, Rancangan Undang-undang
Sumber Daya Air memandang air sebagai komoditas untuk
komersialisasi. Padahal, untuk negara berkembang seperti

Indonesia, fungsi ekonomi sosial air jauh lebih besar ketimbang
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fungsi ekonomi untuk komersialisasi. "Rumusan Rancangan
Undang-undang Sumber Daya Air saat ini sangat diwarnai
nuansa komersialisasi air. Saya menyadari, air memiliki fungsi
ekonomi yang sangat penting. Namun, itu fungsi ekonomi
sosialnya, bukan ekonomi komersial seperti di negara-negara
maju’;

7.6. Bestari Raden, Ketua Masyarakat Adat Nusantara, dalam Hukum
Online 2 Maret 2004 menyatakan: Rancangan Undang-undang
Sumber Daya Air jangan ditandatangani Presiden karena:
Pertama, Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air yang
telah disetujui DPR RI pada 19 Februari 2004, ternyata tidak ada
konsultasi publik yang memadai dalam proses pembahasannya.
Kedua, Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air telah
menciptakan privatisasi dan komersialisasi air. Ketiga,
Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air tidak menjamin
penguatan masyarakat adat dan lokal setempat. Dan keempat,
Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air tidak menjadikan
TAP MPR No.1X/2001 sebagai dasar konsiderans hukum;

7.7. Indah Sukmaningsih, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia, dalam Hukum Online 18 Maret 2004 memaparkan
bahwa berdasarkan hal survei, terbukti telah terjadi ketidakadilan
penggunaan air. Hingga kini, masih ada 40,1 persen penduduk
Indonesia yang menggunakan mata air dan sumur terlindung
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana kalau hal itu
dikuasai oleh swasta? Menurut Indah, privatisasi berpotensi
untuk menimbulkan kenaikan tarif hingga 500 persen
sebagaimana yang terjadi di Philipina. Celakanya, Rancangan
Undang-undang Sumber Daya Air justeru membuka peluang
komersialisasi sektor air;

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan ada banyak anggota
masyarakat (warga negara Indonesia) yang keberatan dengan

pengesahan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air menjadi
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undang-undang , mulai dari proses perdebatan di dalam anggota DPR RI
sendiri, antar komisi di DPR RI, aturan dan tata tertib persidangan yang
tidak sesuai, pernyataan Pemerintah, pernyataan para Akademisi dan
kutipan pernyataan keberatan warga tersebut di berbagai media. Dengan
demikian proses penyusunan dan persetujuan terhadap UU No.7 Tahun

2004 secara formil dapat dikatakan cacat.

. Fakta Hukum

Tentang Hak Rakyat atas Air dalam Standar dan Norma Hukum

Internasional tentang Hak Asasi Manusia.

1. Bahwa Pasal 28l ayat (5) berbunyi: “untuk menegakkan dan
melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum
yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,
diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

2. Bahwa pada tanggal 23 September 1999 Presiden Republik Indonesia
telah mensahkan UU No0.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
No0.165, dimana dalam Konsiderans Menimbang huruf d, dinyatakan:
“bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa mengemban tanggungjawab moral dan hukum untuk
menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak
Asasi Manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta
berbagai instrumen internasional lainnya...”. Selanjutnya Pasal 71 UU
No.39 Tahun 1999 menyatakan “Pemerintah wajib dan
bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan
memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang
ini, peraturan perundangan lain, dan hukum internasional hak asasi
manusia...”.

3. Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia alinea 5
menyatakan: “Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan
Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam

Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak
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dasar dari, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-
hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk
menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di
dalam kemerdekaan yang lebih luas.

. Selanjutnya Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
menyatakan: “Everyone has the right to life, liberty and security of
person”. (“Setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan
kemerdekaan serta keamanan pribadi” ).

. Bahwa saat ini hingga tahun 2006, Indonesia merupakan Anggota
Dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (The
United Nations Commission on Human Rights).

. Bahwa pada tanggal 27 April 1999, The United Nations Commission
on Human Rights telah mengadopsi Decision 1999/108 yang
menyatakan “hak atas air minum dan pelayanan sanitasi adalah hak
asasi manusia’”. Demikian juga Resolusi Sub Commission on
Prevention of Discrimination and Protection of Minorities 1998/7
menyatakan: “hak atas air minum dan sanitasi untuk setiap laki-laki,
perempuan dan anak-anak adalah prinsip fundamental dari
persamaan, martabat manusia dan keadilan sosial”.

. Selanjutnya dalam Resolusi N0.2000/8 vyang diadopsi Sub-
Commission on Human Rights: “Promotion of the realization of the
right to drinking water and sanitation”, dinyatakan keprihatinan Sub-
Komisi terhadap lebih dari 1 juta penduduk dunia yang menderita
ketiadaan akses terhadap air minum dan lebih dari 4 juta penduduk
dunia hidup dalam kondisi sanitasi yang tidak layak. Dalam resolusi
ini, Pasal 2 dinyatakan juga “... the effect that various obstacles linked
to the realization of the right of everyone to drinking water supply and
sanitation seriously impede the realization of economic, social and
cultural rights, and that equality is an essential element for effective
participation in the realization of the right to development and the right
to a healthy environment.” Pernyataan-pernyataan semacam ini terus

diulangi, seperti dinyatakan dalam Resolusi Commission on Human
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10.

11.

Rights 2003/71 “Human Rights and the Environment as part of
sustainable development”.

Bahwa hak atas air sebagai hak asasi manusia dimuat dalam
berbagai standar dan norma internasional tentang hak asasi manusia,
seperti: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya (The International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights), Pasal 11 dan 12, termasuk General Comment No.15 (2002)
yang diadopsi the United Nations Committee on Economic, Social and
Cultural Rights, berjudul “the right to water”.

Bahwa Sergio Vieira de Mello, The United Nations High
Commissioner for Human Rights pernah menyatakan hak atas air
merupakan komponen yang integral dengan hak asasi manusia atas
standar hidup yang layak, dan juga hak untuk hidup, seperti dimuat
dalam the United Nations Press Release. CESCR 29" session. 26
November 2002. Mornin.

Bahwa Pernyataan Bersama: Special Rapporteur on adequate
housing; Special Rapporteur on the right to food; dan Special
Rapporteur on the right to the highest attainable standard of physical
and mental health, dibawah the Commission on Human Rights
menyatakan: “water, being an essential resource for life, is one of the
most fundamental elements for survival and inextricably linked to the
rights to adequate housing, food and the highest attainable standard
of physical and mental health...”
Nations Press Release, Kyoto, 17 March 2003.

seperti dimuat dalam The United

Bahwa pentingnya hak atas air sebagai hak asasi manusia dimuat
dalam berbagai standard dan norma hukum internasional, seperti
Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi dalam the
United Nations Water Conference, yang diselenggarakan di Mar del
Plata, Argentina (14 - 25 Maret 1977); Resolusi Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa 35/18 of 10 November 1980 dan 47/193
tanggal 22 Desember 1992 tentang The International Drinking Water
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Supply and Sanitation Decade (1981-1990) dan pernyataan tentang

Perayaan Hari Air Se-Dunia yang jatuh pada 22 Maret tiap tahun.
Dengan demikian, hak atas air adalah yang fundamental dan berlaku
secara universal, sehingga negara dan Pemerintah mempunyai
kewajiban untuk melindungi, menghargai dan memenuhi hak tersebut.
Hal ini sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya merupakan salah satu instrument International
Customary Law (selain Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak
Sipil dan Politik), sehingga meskipun Indonesia belum meratifikasinya,
namun instrument tersebut mengikat secara universal. Hal ini juga sesuai
dengan isi Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat: “Kemudian daripada
itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, .....

Masalah Upaya Hukum

12.Bahwa DPR RI telah menyetujui adanya pengebirian, pembatasan
dan penghapusan hak setiap orang dan secara Kkolektif, hak
organisasi masyarakat sipil, untuk mengajukan gugatan terhadap
orang atau badan usaha atau badan usaha yang melakukan kegiatan
yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau
prasarananya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya
air.

13.Selain itu, DPR RI juga telah menyetujui kejahatan hak asasi manusia,
yakni kejahatan terhadap hak setiap orang dan secara kolektif
mempertahankan hak-hak asasinya, kemerdekaan pikiran dan hati
nurani setiap warga negara, hak setiap orang untuk berkomunikasi
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia, termasuk saluran peradilan, dengan

mengajukan gugatan.
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14.Bahwa Pasal 281 ayat (5) berbunyi: “untuk menegakkan dan
melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum
yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,
diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undang an”.

15.Bahwa pada tanggal 23 September 1999 Presiden Republik Indonesia
telah mensahkan UU No0.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

No.165, dimana Pasal 7 berbunyi: “setiap orang berhak untuk

menggunakan semua upaya hukum nasional ... atas semua

pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia

...mengenai hak asasi manusia...”.

16.Bahwa rumusan dalam Pasal 91 yang berbunyi: “Instansi Pemerintah
yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan
masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat
pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi
kehidupan masyarakat”. Dan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) yang
berbunyi:

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada
gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan
dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

(3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan
hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air;

b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran
dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan
keberlanjutan fungsi sumber daya air; dan

c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dengan demikian, Pasal 91, Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) UU No.7
Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dan
Pasal 7 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999.
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V. Alasan-alasan Permohonan dan Fakta-fakta Hukum

V.A. Tentang Konsideran UU No.7 Tahun 2004

1.

Bahwa Konsideran “Mengingat” UU No.7 Tahun 2004 hanya
memuat Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 ayat (2),
Pasal 22 huruf D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3)
dan ayat (5) UUD 1945.

Bahwa pertimbangan hukum sebagai dasar pembentukkan UU
No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan semangat dan jiwa UUD
1945, karena tidak mencantumkan Pasal 33 UUD 1945 secara
lengkap utuh (ayat 1 sampai 5).

Bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang memuat
tentang prinsip demokrasi ekonomi yang menjamin keadilan dan
kesejahteraan social rakyat Indonesia ayat (1) dan (4) dan
menempatkan negara sebagai pemegang kewajiban untuk
mewujudkannya ayat (2) dan (3). Jadi Pasal 33 UUD 1945 harus
dilihat sebagai satu kesatuan yang lengkap dan utuh.

Bahwa untuk memahami tujuan hukum suatu norma dalam
perundang-undang an perlu melihat suasana kebatinan
(geistlichen hintergrund) saat UUD 1945 dibentuk dan
ditetapkan.

Sebagaimana disampaikan dalam rapat Komisi A ke-3 (Lanjutan

Sidang Tahunan MPR Tahun 2002) terungkap pendapat antara

lain:
Drs. Ali Masykur Musa (F-KB): “..... terhadap tidak adanya
perubahan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) ..... yang tidak

mengutak-atik dan mengubah susunan dan rumusan sebagai
upaya dalam menghormati kepada founding fathers karena
sebetulnya ayat (1), (2), (3) itu berbasis kepada ekonomi
kerakyatan ..... yang dimakmurkan adalah masyarakat yang
diutamakan, rakyatnya yang diutamakan bukan orang per orang

yang sementara ini mendapatkan special treatment oleh negara
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pada periode yang lalu. Karena itu ayat (1), (2), (3) tidak dirubah
sungguh sangat positif dan itu sangat baik terhadap rumusan
ayat (4) dan (5), kami ingin menyetujui ayat (5), tetapi untuk ayat
(4) seyogyanya untuk kita pikirkan rumusan itu terutama ketika
kita tinggalkan makna efisiensi di tengah-tengah jumlah
penduduk kita yang sangat banyak. Karena itu, seyogyanya ada
modifikasi terhadap rumusan ayat (4) tersebut sehingga tidak
ada kesan ini sebuah prinsip yang sangat besar, padahal bisa
diringkas menjadi prinsip-prinsip yang betul-betul mengacu pada
ekonomi kerakyatan juga”.

Mayjen. Pol. (Purn) Drs. Soetjipto (F-PDIP): “..... berbicara
tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional tidak
bisa dilepaskan dari cita negara hukum atau recht staats dan fox
surfinite atau kedaulatan rakyat ..... , disamping hak-hak sipil dan
politik masih ditambah dengan hak-hak ekonomi, sosial dan
kultural, yaitu dalam arti bahwa masalah ini menyangkut masalah
demokrasi ekonomi sosial dan kulturil. Dengan demikian maka
jelas bahwa bicara Pasal 33 ..... adalah satu kaitannya dengan
masalah negara hukum ..... menyangkut kesejahteraan social
service state ..... jadi dia tidak turun dari langit begitu saja Pasal
33 ... sehingga dengan demikian apabila ini menjadi negara
demokrasi yang dibidangi ekonomi, sosial dan kultural maka dia
adalah semangat negara kesejahteraan .....

Drs. Achmad Hafids Zawawi (F-PG): “..... kita menganggap
bahwa ayat (1), (2) dan (3) itu adalah ayat yang monumental,
sebab yang disusun oleh founding fathers kita. Dan pada
pokoknya Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) menekankan adanya
domokrasi ekonomi, yakni kemakmuran bagi seluruh rakyat
Indonesia ..... namun demikian fraksi kami berpendapat bahwa
tidak semua serba dikuasai oleh negara dan bukan pula

sepenuhnya diserahkan kepada ekonomi pasar ..... .
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6. Bahwa tidak dimuatnya Pasal 33 dalam konsideran menimbang
UU No.7 Tahun 2004 secara utuh, yakni Pasal 33 ayat (1), ayat
(2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) bertentangan dengan jiwa dan
semangat pembentukan UUD 1945.

7. Bahwa dalam aliran-aliran penafsiran konstitusi ada satu aliran
yang menyatakan  originalisme dan  foundationalisme
menyatakan orisinalitas norma dan semangat para perancang
konstitusi haruslah selalu dijadikan rujukan dalam menegakkan
keadilan dalam praktek yang lazim juga disebut sebagai
kelompok ’interpretivisme’ yang cenderung sekedar menjadi
penerjemah harfiah.

8. Bahwa kekuatan bahasa untuk mengikat kehendak juridis diuji
dengan batasan oleh banyak ketentuan pokok dalam konstitusi
itu sendiri. Masih ada klausul-klausul pokok (the eminent
dominant clause) yang memuat rangkaian istilah-istilah hukum
yang tidak dirumuskan dan berada diluar rumusan konstitusi itu
sendiri, yang juga harus diperhatikan dalam upaya memahami
semangat UUD 1945. Jadi kemampuan hakim dalam
menafsirkan teks konstitusi ini sangat penting, karena hakim
mempunyai kedudukan penting dalam melaksanakan amanat

konstitusi.

V.B. Tentang Pasal-pasal UU No.7 Tahun 2004
9. Bahwa UU No.7 Tahun 2004 memuat pasal-pasal yang
bertentangan dengan jiwa dan semangat serta ketentuan pasal-
pasal dalam UUD 1945. Pasal-pasal UU No.7 Tahun 2004 yang
dimaksud yakni: Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan
ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1),
ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46
ayat (2), Pasal 91 serta Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

terhadap UUD 1945. Alasan dan argumentasi permohonan
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pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 dapat para

Pemohon uraikan lebih lanjut;

V.B.1. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) Pasal 29 ayat (5),
Pasal 40 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4),
Pasal 46 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 tersebut bertentangan
dengan Pembukaan serta ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3)

dan ayat (4) UUD 1945
10.Bahwa Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) Pasal 29
ayat (5), Pasal 40 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan
ayat (4), Pasal 46 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan
dengan jiwa dan semangat UUD 1945 yang anti penjajahan,
yang mengutamakan persatuan dan kedaulatan, kemakmuran

rakyat dan mengutamakan demokrasi ekonomi.

Masalah Kemerdekaan Indonesia

11.Bahwa Pembukaan UUD 1945 alinea 1 menyatakan:
“.....kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab
itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena
tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”
Selanjutnya, alinea ke-2 menyatakan ”.....perjuangan
pergerakan kemerdekaan Indonesia ..... mengantarkan rakyat
Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara
Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.” Lebih lanjut, alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945
menyatakan ".....supaya berkehidupan kebangsaan yang
bebas, maka  rakyat Indonesia = menyatakan ...
kemerdekaannya.” Kemudian, alinea ke-4 menyatakan: ”
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia
itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia...”.

12.Bahwa sebagaimana dinyatakan Menteri Pemukiman dan

Prasarana Wilayah Soenarno, dalam Hukum Online 20
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September 2003, percepatan penyelesaian Rancangan
Undang-undang Sumber Daya Air terkait dengan Program
Water Resources Sector Adjustment Loan (Watsal) dari Bank
Dunia. Program Watsal merupakan bagian dari paket utang
dari Bank Dunia yang bernilai US $300 juta. Perjanjian utang
ditandatangani 28 Mei 1999. Namun pencairan utang yang
sudah memasuki tahap ketiga ini tertunda dari jadwal semula
yaitu Maret 2000. Pasalnya, Bank Dunia mensyaratkan agar
Indonesia segera menuntaskan reformasi di bidang
pengelolaan sumber daya air. Bahwa secara keseluruhan UU
No.7 Tahun 2004 merupakan ancaman bagi negara, ancaman
bagi kemerdekaan karena terbukti disetujui oleh DPR RI dan
disahkan Presiden Republik Indonesia karena tekanan pihak

asing.
13.Bahwa Pasal 45 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan:
"pengusahaan sumber daya air ... dapat dilakukan oleh

perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan
usaha...”. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan pelepasan
tanggungjawab negara atas pemenuhan hak atas air dari
rakyatnya. Dengan kata lain tanggungjawab negara akan
diemban pada orang-perorang maupun badan usaha, baik itu
badan usaha swasta nasional maupun badan swasta asing.
Artinya profit oriented akan menjadi tujuan utama pihak-pihak
tersebut, bukan pemenuhan hak-hak dasar.

14.Dengan kata lain Pasal 45 ayat (3) tersebut memberikan
peluang bagi perserorangan dan Badan Hukum Swasta Asing
untuk mengontrol sumber daya air yang menjadi hajat hidup
rakyat Indonesia. Pasal ini bertentangan dengan jiwa dan
semangat UUD 1945, yang dimuat dalam Pembukaan.
Karenanya setiap warga negara berhak dan wajib menolak
Undang-undang ini sebagai upaya pembelaan negara

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945.
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Masalah Persatuan Indonesia

15.

16.

17.

18.

19.

Bahwa Pembukaan UUD 1945, alinea 2 menyatakan:
..... perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia........
mengantarkan rakyat Indonesia ke ..... kemerdekaan negara
Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur”.

Bahwa Pasal 38 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan
dengan jiwa dan semangat pembukaan UUD 1945 tersebut
karena memicu dan berpotensi menyebabkan konflik antara
Pemerintah inter-alia konflik masyarakat. Pasal 38 ayat (2)
menyatakan: “badan wusaha dan perseorangan dapat
melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi
cuaca’. Artinya wilayah-wilayah yang kaya akan air akan
menganggap bahwa air adalah potensi yang bisa dimanfaatkan
sehingga untuk kepentingan bisnis tidak mau memberikan air
ke daerah yang lebih membutuhkan.

Hingga saat ini belum ada jaminan bahwa hujan yang
diturunkan melalui teknologi cuaca dengan pasti akan jatuh
tepat pada sasaran yang direncanakan. Potensi konflik antar
pihak yang berkepentingan dan antar daerah, antar masyarakat
bisa timbul akibat masalah modifikasi cuaca yang tidak tepat
sasaran, terlebih badan usaha dan perseorangan dapat diberi
wewenang untuk melaksanakan pemanfaatan awan.

Bahwa selanjutnya Pasal 29 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal
49 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan jiwa
dan semangat Pembukaan UUD 1945 tersebut karena memicu
dan berpotensi menyebabkan konflik antara Pemerintah inter-
alia konflik masyarakat.

Pasal 48 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan: “
pengusahaan sumber daya air dalam suatu wilayah sungai
yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan

saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk wilayah sungai
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20.

21.

lainnya apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi
keperluan penduduk pada wilayah sungai yang bersangkutan.”
Selanjutnya Pasal 49 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 tentang
menyatakan: “pengusahaan air untuk negara lain tidak
diijinkan, kecuali apabila penyediaan untuk berbagai kebutuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) telah dapat
terpenuhi”.

Pasal-pasal tersebut bisa memicu konflik antar wilayah sungai
khususnya antar wilayah sungai yang identik dengan wilayah
administratif. Mengapa demikian? Wilayah sungai yang identik
dengan wilayah administratif tertentu, tentunya dapat
mengemukakan argumentasi mementingkan mengeksploitasi
air untuk kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan air mineral,
perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit tenaga air,
seperti termuat dalam Penjelasan atas UU No.7 Tahun 2004
Bagian | Umum poin 10, atau bahkan untuk diekspor ke luar
negeri seperti dimungkinkan dengan aturan Pasal 49 UU No.7
Tahun 2004. Akibatnya, bisa saja kepentingan eksploitasi dan
ekspor air lebih didahulukan ketimbang mendistribusikan air
kepada penduduk wilayah sungai lain yang memerlukan
khususnya untuk kebutuhan pokok.

Bahwa Provinsi Riau merupakan sebuah contoh Pemerintah

Daerah yang mengekspor air ke negara lain.

Masalah Kedaulatan Indonesia.

22.

Bahwa Pembukaan UUD 1945 alinea 4, menyatakan:
..... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara
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Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ..... dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”.

23.Bahwa Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Negara
Indonesia ialah Negara Kesatuan .....".

24.Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”.

25.Bahwa Pasal 45 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan
dengan jiwa dan semangat UUD 1945 termasuk Pasal 1 ayat
(1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

26.Bahwa Pasal 45 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan:
"pengusahaan sumber daya air ..... dapat dilakukan oleh
perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan
usaha .....".

27.Bahwa air permukaan yang dapat diusahakan oleh
perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan
usaha tersebut dapat diperoleh dari penguasaan sebagian
wilayah sungai, dari lokasi atau wadah pada lokasi dan wilayah
sungai tertentu. Dengan demikian, menjadikan negara Republik
Indonesia tidak lagi berdaulat atas sebagian wilayah sungai
dan menjadikan sebagian wilayah sungai tidak dikuasai oleh
negara, serta menjadikan negara Indonesia tidak lagi menjadi

negara kesatuan yang utuh.

Masalah Air Dalam Kekuasaan Negara

28.Bahwa Pasal 33 ayat (2) menyatakan: “cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Sementara Pasal
33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
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negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat”.

29.Bahwa Pasal 45 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan:

30.

31.

"pengusahaan sumber daya air ..... dapat dilakukan oleh
perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan
usaha .....".

Bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut dapat dilihat
dari pernyataan-pernyataan para pendiri negara (founding
fathers) yang terlibat dalam penyusunan teks UUD 1945. Prof.
Dr. Mr. Soepomo, dalam salah satu bukunya memberi
pengertian “dikuasai” sebagai berikut: “ ... termasuk
pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama
untuk memperbaiki dan mempertimbangkan produksi .....
Selanjutnya Dr. Mohammad Hatta, menyatakan: “.....
Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-
besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum,
..... , menyelenggarakan berbagai macam produksi yang
menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam
bahasa Inggris “public utilities” diusahakan oleh Pemerintah.
Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya ditangan
Pemerintah ..... " (Tulisan Dr. Mohammad Hatta dalam Majalah
Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1977, dengan judul:
“Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33".

Bahwa keputusan Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945,
yang disetujui oleh Dr. Mohammad Hatta, dalam Majalah Gema
Angkatan 45 terbitan tahun 1977 antara lain menyatakan:
“kekayaan bumi, air, udara dan yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan demikian pula cabang-cabang
produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak harus

dikuasai mutlak oleh negara”.
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32.Bahwa dengan demikian jelaslah sumber daya air sebagai
cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, bukan
dikuasai oleh perseorangan dan/atau badan hukum atau
bahkan dikuasai oleh perseorangan dan/atau badan hukum
asing. Dengan kata lain sangat jelas Pasal 45 ayat (3) UU No.7
Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Masalah Kemakmuran Rakyat dan Demokrasi Ekonomi.

33.Bahwa alinea ke-2 menyatakan: “..... perjuangan pergerakan
kemerdekaan Indonesia ..... mengantarkan rakyat Indonesia
kedepan pintu gerbang ... yang adil dan makmur”.

34.Bahwa selanjutnya Pembukaan UUD 1945 dimuat pokok-pokok
yang terkandung dalam "Pembukaan” yang menyatakan:
"Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat”.

35.Bahwa Pembukaan tersebut dituangkan dalam Pasal Undang-
undang Dasar Negara (loi constitutionnelle) Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33. Pasal 33 ayat (2)
menyatakan: “cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai orang banyak dikuasai oleh
negara” serta Pasal 33 ayat (3) menyatakan: “bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat’. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) menyatakan:
“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional”.

36.Bahwa rumusan Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (5), Pasal 40
ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46
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37.

38.

39.

40.

41.

ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan semangat
dan jiwa Pembukaan dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat
(2) dan ayat (4) UUD 1945.

Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan:
“Hak Guna Usaha Air dapat diberikan kepada perseorangan
atau badan usaha .....".

Bahwa Pasal 40 ayat (4) menyatakan: “Koperasi, badan usaha
swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air
minum”. Selanjutnya Pasal 40 ayat (7) menyatakan, “untuk
mencapai  tujuan  pengaturan  pengembangan  sistem
penyediaan air minum ..... Pemerintah dapat membentuk
badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri yang membidangi sumber daya air”.

Bahwa Pasal 45 ayat (3): “Pengusahaan sumber daya air
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
oleh perseorangan, badan usaha ..... ". Selanjutnya dalam
Penjelasan Pasal 45 ayat (3) dinyatakan: “..... izin
pengusahaan antara lain memuat substansi alokasi air
dan/atau ruas (bagian) sumber air yang dapat diusahakan”.
Sementara Pasal 45 ayat (4) menyatakan: “Pengusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk: (a)
penggunaan air pada suatu lokasi tertentu ..... ; (b)
pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu ..... (9]
pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu ......

Bahwa Pasal 46 ayat (2) menyatakan: “alokasi air untuk
pengusahaan..... ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber
daya air dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah”.

Bahwa pasal-pasal dalam UU No.7 Tahun 2004 tersebut
menunjukkan bahwa cabang produksi yang penting bagi
negara yang menguasai orang banyak dapat tidak dikuasai

oleh negara. Karenanya pasal-pasal UU No.7 Tahun 2004
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42.

43.

44,

tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.
Selanjutnya pasal-pasal dalam UU No.7 Tahun 2004 tersebut
menyebabkan air sebagai aset negara dan aset nasional dapat
dipergunakan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
tetapi untuk sebesar-besar kemakmuran perorangan dan/atau
badan hukum privat/swasta bahkan perorangan dan/atau
badan hukum privat/swasta asing. Karenanya Pasal 9 ayat (1),
Pasal 40 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4),
Pasal 46 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 tersebut bertentangan
dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa selanjutnya Pasal 29 ayat (5) UU No.7 Tahun 2004
menyatakan: apabila penetapan urutan prioritas penyediaan
sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air,
Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib mengatur
kompensasi kepada pemakainya”.

Bahwa rumusan Pasal 29 ayat (5) UU No.7 Tahun 2004
tersebut mempunyai implikasi jika suatu saat urutan prioritas
diubah dan hal ini berpengaruh juga pada perorangan dan/atau
badan hukum yang telah diberikan hak guna usaha atas air,
Pemerintah wajib memberikan kompensasi. Sementara
kompensasi dari Pemerintah berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) yang
sumber-sumber pendapatannya, antara lain berasal dari uang
masyarakat. Dengan demikian Pasal 29 ayat (5) UU No.7
Tahun 2004 tersebut merugikan masyarakat apabila terdapat
kasus Pemerintah  memberikan  kompensasi  kepada
perorangan dan/atau badan hukum privat/swasta.

Bahwa pada tahun 1997 saja sedikitnya 20 investor asing dan
nasional telah antri dan menanti untuk melakukan investasi di
sektor penyediaan air bersih di berbagai kota di Indonesia

dengan nilai total Rp.3,68 triliun. Diantara investor asing yang
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terlibat dan tertarik dalam bisnis ini seperti Suez Lyonnaise Des
Eaux (Perancis) dan Thames Water (Inggris).

45.Bahwa sumber-sumber daya air dunia saat ini didominasi dan
dikuasai oleh 2 badan hukum, yakni Perusahaan Vivendi SA
(yang memiliki anak perusahaan Generale des Eaux) dan
Perusahaan Suez Lyonnaise des Eaux. Kedua korporasi
multi/transnasional ini memiliki dan mengontrol penyediaan air
bersih di sekitar 120 negara di 5 benua yang menjadi anggota
Dewan Air Dunia bersama-sama dengan Suez, Biwater dan
juga Bank Dunia, seperti dikutip dari harian Kompas 23
September 2003.

46.Bahwa Keputusan Presiden No0.96 Tahun 2000 yang
menyatakan bahwa saham perusahaan air minum dapat
dimiliki oleh badan hukum swasta sampai 95%.

47.Bahwa peran perusahaan lokal dalam pengelolaan air minum
sangat minim, seperti sejumlah 246 perusahaan AMDK (air
minum dalam kemasan) yang beroperasi di Indonesia dengan
total produksi sebesar 4,2 miliar liter pada tahun 2001, 65%
hanya dipasok oleh 2 badan hukum perusahaan asing yakni:
Aqua (Group Danone) dan Ades (The Coca Cola Company).
Sisanya 35% baru diperebutkan oleh 244 perusahaan AMDK
local.

48.Bahwa sejumlah 246 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
milik negara yang tersebar di 27 provinsi mempunyai hutang
kepada World Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB).

49.Bahwa sejumlah 250 Perusahaan Daerah Air Minum milik
negara yang tersebar di 27 provinsi akan diprivatisasi dengan
menggunakan dana bantuan dari World Bank (WB) sebesar US
$80 juta sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Perkotaan dan
Pedesaan Wilayah Barat Direktorat Jenderal Perkotaan dan

Pedesaan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah

49



V.B.2.

Totok Supriyanto pada media online Tempo Interaktif tanggal
27 April 2004.

50.Bahwa melalui mekanisme WATSAL (Water Resources Sector
Adjustment Loan), World Bank meminjamkan dana US $300
juta untuk mereformasi pengelolaan sektor air.

51.Bahwa dengan demikian kepentingan - kepentingan
perseorangan dan Badan Hukum Swasta Asing mempunyai
kepentingan atas sumber daya air yang akan membawa
masalah pada upaya mencapai kemakmuran rakyat Indonesia
inter alia bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Pasal 6 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat 4 dan Pasal 40 ayat
(1) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan prinsip-prinsip
hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2),
Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal
28E ayat (1), Pasal 28l ayat (4), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1),
Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Masalah Obligasi (Kewajiban) Negara di Bidang Hak Asasi
Manusia.
52.Bahwa Pasal 281 ayat (4) UUD 1945 menyatakan:

“perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama
Pemerintah”.

53.Karenanya rumusan semua pasal dalam UU No.7 Tahun 2004
seharusnya memungkinkan negara terutama Pemerintah dapat
menjalankan obligasi (kewajibannya) untuk melindungi,
memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi warga
negaranya.

54.Bahwa rumusan Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (5), Pasal 40
ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46
ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 tidak memungkinkan negara
terutama Pemerintah melaksanakan obligasinya (kewajiban)

untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan
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pemenuhan hak asasi manusia. Dengan kata lain pasal-pasal
ini bertentangan dengan Pasal 28l ayat (4) UUD 1945.

Masalah Hak Asasi Penduduk Asli atau Masyarakat Adat.

55.Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
Undang-undang ”. Selanjutnya Pasal 28I ayat (3) menyatakan:
“identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

56.Pasal 6 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal 6 ayat (3) menyatakan:
“hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang
kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan
peraturan daerah setempat”.

57.Bahwa Pasal 6 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 tersebut
berpotensi menderogasi dan melimitasi keberadaan hukum
adat yang hidup dimasyarakat, karenanya pasal ini
bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Masalah Hak Asasi Manusia: Hak untuk Hidup.

58.Bahwa Pasal 28A UUD 1945 menyatakan: “setiap orang
berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

59.Bahwa Pasal 45 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan:
"pengusahaan sumber daya air ..... dapat dilakukan oleh
perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan
usaha .....".

60.Sangat sederhana, air merupakan sumber kehidupan. Tanpa

air manusia akan mati. Karenanya, sumber daya air tidak dapat
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hanya dikuasai perseorangan dan/atau badan hukum tertentu.
Dengan demikian, Pasal 45 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004
bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945.

Masalah Hak Asasi Manusia: Hak atas Kesehatan.

61.

62.

63.

Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “setiap
orang berhak sejahtera lahir dan batin, ..... dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.” Selanjutnya Pasal 34 ayat (3)
menyatakan: “Negara bertanggungjawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum
yang layak”.

Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “setiap
orang ..... berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh
pengetahuan dan teknologi ..... demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan:
“pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah
tangga ..... dilakukan dengan pengembangan sistem
penyediaan air minum” Selanjutnya penjelasan Pasal 40 ayat
(1) menyatakan: “yang dimaksud dengan air minum rumah
tangga adalah air dengan standar dapat langsung diminum
tanpa harus dimasak terlebih dahulu dan dinyatakan sehat

menurut hasil pengujian mikrobiologi (uji ecoli)”.

64.Bahwa rumusan Pasal 40 ayat (1) dan penjelasan Pasal 40

ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 yang menyatakan: air minum
rumah tangga yang dinyatakan sehat menurut hasil pengujian
mikrobiologi (uji ecoli) bertentangan dengan jaminan hak atas
kesehatan serta merupakan pelanggaran terhadap obligasi
(kewajiban) negara untuk memajukan hak asasi manusia. Air
minum baru dapat dinyatakan sehat harus diuji tidak saja lewat

pengujian mikrobiologi (uji ecoli) namun seharusnya menguiji
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65.

apakah ada bahan kimia inorganik seperti logam berat yang
berbahaya agar dapat dinyatakan sebagai air minum rumah
tangga yang sehat. Dengan kata lain rumusan Pasal 40 ayat
(1) jo. penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004
bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28l ayat (4)
dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa saat ini sudah berkembang teknologi pengujian air
minum yang sehat, bukan hanya pengujian mikrobiologi (uji
ecoli). Karenanya rumusan Pasal 40 ayat (1) jo. penjelasan
Pasal 40 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 yang menyatakan: air
minum rumahtangga yang dinyatakan sehat menurut hasil
pengujian mikrobiologi (uji ecoli) juga bertentangan dengan
Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Masalah Hak atas Pekerjaan.

66.

67.

Bahwa Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya Pasal 28D ayat (2)
menyatakan: “setiap orang berhak untuk bekerja ..... .
Kemudian Pasal 28E ayat (1) menyatakan: “setiap orang bebas
..... memilih pekerjaan .....".

Pasal 8 ayat (2) huruf ¢ UU No.7 Tahun 2004 menyatakan:
“Hak Guna Pakai Air ..... memerlukan izin apabila .....
digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang
sudah ada”. Demikian juga Pasal 29 ayat (3) UU No.7 Tahun
2004 menyatakan: “penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan
..... irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang
sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber
daya air.....”. Selanjutnya ayat (4) menyatakan: “urutan prioritas
penyediaan sumber daya air ..... ditetapkan pada setiap
wilayah sungai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya”.
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68. Pasal-pasal UU No.7 Tahun 2004 tersebut menderogasi dan
melimitasi hak warga negara untuk bermata pencaharian
dibidang pertanian termasuk mengusahakan tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kata
sistem irigasi yang sudah ada memang menjadi prioritas.
Namun dimuatnya kata “sistem irigasi yang sudah ada” dapat
menyebabkan usaha pertanian masyarakat yang sedang
dilakukan setelah keberlakuan UU No.7 Tahun 2004 ini tidak
menjadi prioritas. Akibatnya bidang pekerjaan pertanian dapat
mati, karena tidak mendapatkan sumber daya air yang
diperlukan. Dengan demikian Pasal 29 ayat (3) UU No.7 Tahun
2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945.

V.B.3. Pasal 91, 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2004
ini membatasi upaya hukum warga negara dan bersifat
diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C
ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28l ayat (1) dan
ayat (2) UUD 1945.
69.Bahwa Pasal 28A UUD 1945 menyatakan: “setiap orang
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya”.

70.Pasal 28C ayat (2) menyatakan: “setiap orang berhak untuk
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan

negaranya”.
71.Pasal 28l ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “..... hak untuk
hidup ..... hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani ..... hak

untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ..... adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa
pun”.

72.Selanjutnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
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73.

74.

75.

76.

7.

hadapan hukum” inter alia Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:
“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum ..... dengan tidak ada kecualinya”.

Selanjutnya Pasal 28I ayat (2) menyatakan: “Setiap orang
berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas

dasar apa pun dan berhak mendapatkan  perlindungan

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Sebagai tambahan, Pasal 28F menyatakan: “setiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Bahwa Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945.

Bahwa Pasal 91 UU No.7 Tahun 2004 menyatakan “Instansi
Pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk
kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat
menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber
air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”.

Bahwa Pasal 92 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan:
“organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber
daya air dan/atau prasarananya, untuk kepentingan
keberlanjutan fungsi sumber daya air”. Kemudian Pasal 92 ayat
(2) menyatakan: “gugatan ..... terbatas pada gugatan untuk
melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan
keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.” Selanjutnya Pasal
91 ayat (3) menyatakan: “organisasi yang berhak mengajukan

gugatan ..... harus memenuhi persyaratan: (a) berbentuk
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organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan
bergerak dalam bidang sumber daya air, (b) mencantumkan
tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk
kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi
sumber daya air.....”, dan (c) telah melakukan kegiatan sesuai
dengan anggaran dasarnya”.

78.Bahwa Pasal 91 UU No.7 Tahun 2004 tersebut telah
menderogasi dan melimitasi hak setiap orang untuk
mempertahankan hidup dan kehidupannya, bertentangan
dengan ketentuan UUD 1945 yang menjamin setiap orang dan
secara  kolektif ~mempertahankan  hak-hak  asasinya,
bertentangan dengan jaminan kemerdekaan pikiran dan hati
nurani setiap warga negara, serta bertentangan dengan
jaminan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia, termasuk saluran peradilan, dengan
mengajukan gugatan.

79.Bahwa pencantuman kata “organisasi yang bergerak pada
bidang sumber daya air” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
92 UU No.7 Tahun 2004 tersebut telah melanggar prinsip
paling pokok dalam penegakan hukum yakni pengakuan dan
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakukan yang sama didepan hukum sebagaimana
dinyatakan dalam UUD 1945 inter alia ketentuan Pasal 92 ayat
(1) UU No.7 Tahun 2004 merupakan pasal yang diskriminatif.
Karenanya Pasal 92 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004
bertentangan dengan Pasal 28l ayat (2) UUD 1945.

VI. Petitum

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon meminta kepada

Mahkamah untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian UU
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No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, dalam amar putusan permohonan
pengujian UU No.7 Tahun 2004, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-
undang para Pemohon;

2. Menyatakan pembentukan UU No.7 Tahun 2004 bertentangan
dengan UUD 1945 dan menyatakan UU No.7 Tahun 2004 tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3)
dan ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1),
ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2),
Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun
2004 bertentangan dengan UUD 1945;

4. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3)
dan ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1),
ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2),
Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun
2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim dari Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan
pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 untuk dimuat
dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)

hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain mohon
untuk diputuskan dengan seadil-adilnya dengan tetap memperhatikan
prinsip bumi, air, udara dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara
untuk kemakmuran rakyat dan cabang-cabangnya yang penting yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
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[I. Perkara Nomor 059/PUU-I1/2004

I. Latar Belakang
A. Privatisasi dan Komersialisasi Air dalam UU No.7 Tahun 2004.

Pada tanggal 19 Februari 2004 DPR RI telah mengesahkan
Rancangan Undang-undang (RUU) Sumber Daya Air menjadi
undang-undang baru. Undang-undang tersebut telah ditandatangani
oleh Presiden pada tanggal 18 Maret 2004 menjadi UU No.7 Tahun
2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.32.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377.
Undang-undang Sumber Daya Air tersebut diadakan guna
menggantikan Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun
1974, tentang Pengairan.

Komisi IV DPR RI merencanakan untuk mengesahkan RUU
Sumber Daya Air ini pada tanggal 23 September 2003 dan tertunda
hingga 3 kali oleh karena terdapat perbedaan pendapat yang
mencolok diantara anggota fraksi dan antar komisi serta antar
Departemen teknis. Dalam Kompas tanggal 20 September 2003
disebutkan Departemen terkait komplain terhadap materi RUU
Sumber Daya Air yang disusun. Komplain melalui media massa
datang dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian
Lingkungan Hidup, Departemen Keuangan, Departemen Dalam
Negeri serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Penolakan yang meluas dari masyarakat awam, kelompok
petani, LSM, akademisi dan organisasi keagamaan sepanjang tahun
2003 dan hingga disahkannya menunjukkan bahwa RUU Sumber
Daya Air tersebut mengandung substansi yang controversial.

Bahwa Bank Dunia mensyaratkan negara-negara penerima
pinjaman untuk mengadopsi kebijakan sektor air Bank Dunia sebagai
persyaratan pinjaman sektor air. Indonesia dan sejumlah negara lain

merupakan negara peminjam yang mengadopsi kebijakan Bank Dunia
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dalam Undang-undang dan kebijakan pengelolaan Sumber Daya
Airnya;

Bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah diminta untuk
meminimalisir  perannya dan menyerahkan tanggungjawab
pemeliharaan irigasi utama dan pembangunan irigasi tersier kepada
kelompok petani. Pengaturan ini merupakan substansi dalam PP No.
77 tahun 2001 dan menjadi bagian dari persyaratan pinjaman
WATSAL. Keberadaan Undang-undang Sumber Daya Air merupakan
syarat dari pencairan pinjaman ketiga program WATSAL sebesar Rp.
150 juta USD.

Bank Dunia menunjukkan kekecewaannya pada substansi
pengembangan irigasi dalam RUU Sumber Daya yang diusulkan
Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pemukiman dan Prasarana.
Departemen Kimpraswil mengusulkan pengembangan irigasi utama
menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pembangunan irigasi
sekunder menjadi tanggung jawab kelompok petani. Ini bertentangan
dengan keinginan Bank Dunia dan kesepakatan dengan Pemerintah
sebelumnya, sebagaimana dituangkan dalam PP tentang Irigasi No.
77 Tahun 2001.

Dengan latar belakang kehadiran UU No.7 Tahun 2004, maka
keberadaan Undang-undang tersebut diragukan kepentingan,
substansi, dan kemandiriannya.

Agenda privatisasi pengelolaan air dan komersialisasi air dalam
UU No.7 Tahun 2004 menjadi dasar penolakan yang luas oleh
masyarakat. Dalam UU No.7 Tahun 2004 tersebut terdapat pasal-
pasal yang mendorong partisipasi swasta dalam segala bentuk dan
tahap pengelolaan air, baik untuk kepentingan penyediaan air minum
maupun irigasi pertanian. Batasan modal asing dalam sektor
penyediaan air tidak diatur dalam UU No.7 Tahun 2004.

UU No.7 Tahun 2004 juga memberi ruang yang luas bagi
swasta untuk menguasai sumber-sumber air, meliputi air tanah,

segala bentuk air permukaan, dan sebagian badan sungai. Instrumen
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Hak Guna yang terbagi dalam 2 bentuk, yaitu Hak Guna Pakai dan
Hak Guna Usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10
UU No.7 Tahun 2004 tersebutlah yang menjadi dasar alokasi dan
penguasaan sumber-sumber air bagi individu, badan usaha dan
masyarakat.

Dengan instrumen Hak Guna Pakai, UU No.7 Tahun 2004
sudah membatasi bentuk dan jumlah penggunaan air oleh
masyarakat bagi kepentingan sehari-hari dan pertanian rakyat.
Karena di luar batasan kriteria hak guna itu, maka penggunaan air
akan dikategorikan sebagai kepentingan komersial dan dituntut untuk
memperoleh izin Hak Guna Usaha. Dengan adanya batasan
penggunaan air oleh masyarakat, maka alokasi air bagi kepentingan
komersial semakin besar. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa
nantinya air hanya akan mengalir lancar kepada kepentingan
komersial dan kelompok yang mampu dari sisi ekonomi. Pengaturan
ini merupakan penjabaran dari prinsip komersialisasi air yang
meletakkan nilai ekonomi air di atas kepentingan sosial dan budaya
daripada pengguna air.

Lain lagi dengan Hak Guna Usaha, dengan pengaturan izin
untuk Hak Guna Usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah,
maka kedepan swasta memiliki peluang untuk menguasai sumber-
sumber air milik bersama masyarakat. Proses formalitas perizinan
akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menggunakan dan
mengusahakan sumber-sumber air yang sebelumnya menjadi milik
bersama. Dengan ketentuan perizinan seperti itu, sudah dapat
dipastikan pula, terhadap sumber-sumber air bersama masyarakat
lokal dan kelompok masyarakat adat dapat dialihkan dan dikuasakan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mudah kepada
swasta yang tentunya mampu menempuh proses dan memperoleh
formalitas perizinan.

Hak yang setara atas air bagi setiap individu merupakan hak

dasar manusia dan merupakan wewenang dan tanggung jawab
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negara dalam penyediaanya. Privatisasi dalam rangka pengelolaan air
dan komersialisasi air sebagaimana menjadi roh UU No.7 Tahun 2004
jelas sudah bertentangan dengan hak dasar manusia tersebut,
sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 33 ayat (2) dan
(3) UUD 1945, bahwa:

Ayat (2) :“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
Negara ”.

Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat ”.

. Kehendak WATSAL- Bank Dunia

Sebuah Undang-undang yang mengatur pengelolaan,
konservasi, pengusahaan dan pengaturan penyelesaian konflik
penggunaan air, memang dibutuhkan. Namun, latar belakang dan
keterkaitan dengan Bank Dunia nyatanya ikut menentukan substansi
dan kepentingan yang diperjuangkan dalam UU No.7 Tahun 2004.

Kehadiran UU No.7 Tahun 2004 merupakan bagian dari
persyaratan pinjaman Bank Dunia untuk program WATSAL (Water
Resources Sector Adjustment Loan) sebesar $ 300 juta, yang
ditandatangani pada bulan April 1998. Syarat pencairan ketiga
pinjaman  WATSAL adalah diterbitkannya  Undang-undang
pengelolaan sumber daya air yang baru. Oleh karena batas waktu
kontrak program WATSAL berakhir pada Desember 2003, maka
Undang-undang ini didesak oleh Pemerintah dan Bank Dunia untuk
disahkan sebelum Desember 2003. Padahal sebagaimana diketahui,
penolakan rakyat meluas atas substansi rancangan Undang-undang
tersebut dan konsultasi publik belum dilakukan secara memadai.

Substansi dalam UU No.7 Tahun 2004 pada kenyataannya
mengadopsi mentah-mentah kebijakan sektor air dari Bank Dunia.
Instrumen water rights dari Water Management Policy Bank Dunia
tahun 1993 diadopsi menjadi instrumen hak guna dalam UU No.7

Tahun 2004. Hak Guna Air menjadi dasar pengaturan air dalam UU
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No.7 Tahun 2004 dan menjiwai sebagian besar pasal-pasal dalam
Undang-undang tersebut. Kebijakan pengelolaan air yang
diperkenalkan Bank Dunia di Thailand dan Srilanka menyebutkan
penggunaan sumber-sumber air di alam hanya dapat dilakukan oleh
mereka yang memiliki “water entitlement” atau Hak Guna Air.
Pengguna air lain mendapatkan air dari pemilik Hak Guna Air dengan
membayar.

Sebelumnya Pemerintah juga telah menerbitkan Keputusan
Presiden (Keppres) Republik Indonesia N0.96 Tahun 2000 dan
perubahan lampiran Il dan Il dengan Keppres No0.118 Tahun 2000.
Pada Lampiran Il Keppres No0.118 Tahun 2000, sektor pengolahan
dan penyediaan air minum terbuka bagi kepemilikan modal asing
hingga batas 95% (mayoritas). Pembukaan sektor air minum bagi
investasi asing tidak terlepas dari bagian persyaratan pinjaman
WATSAL.

Melalui privatisasi itu, maka jelas negara ini tidak dapat
menjalankan perannya dalam memenuhi, menjamin atau melindungi
hak dasar setiap orang untuk mendapatkan air yang layak dan
terjangkau. Privatisasi air selalu identik dengan kenaikan tarif dan
mekanisme pasar dimana air “mengalir kepada yang mampu secara
ekonomi”.  Tarif air di Jakarta, Manila, Bolivia, Ghana dan Afrika
Selatan naik beberapa kali setelah privatisasi sektor air minum
dilakukan.

Menurut Bank Dunia, air yang diperoleh masyarakat saat ini
masih berada di bawah “harga pasar” dan perlu dinaikkan. Kelompok
masyarakat miskin di sini tentu akan semakin jauh aksesnya terhadap
pelayanan air yang layak dan terjangkau.

Pertanian akan menjadi mahal dan mengalami dampak yang
serius dengan diterapkannya prinsip “air sebagai komoditas ekonomi”
dan sumber-sumber air dikuasai oleh swasta. Privatisasi air ini akan
semakin meningkatkan biaya usaha tani sehingga akan

menghilangkan kehidupan pertanian di Indonesia. Petani dapat
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dipastikan tidak akan mampu bertahan di sektor pertanian dan
dengan kondisi seperti itu dengan sendirinya mereka terpaksa beralih
ke jenis tanaman lain ataupun migrasi ke sektor lain di luar pertanian.
Bila ini terjadi, maka kebutuhan pangan rakyat Indonesia pada
akhirnya akan bergantung pada hasil pangan impor.

Atas dasar itulah para Pemohon berkeyakinan, bahwa jika
dibiarkan maka substansi yang mendorong privatisasi dan
komersialisasi air melalui keberadaan UU No.7 Tahun 2004 akan
membahayakan kepentingan dan kesejahteraan seluruh lapisan
masyarakat. Oleh karena itulah para Pemohon yang merupakan
Organisasi Tani, Kelompok Masyarakat Miskin Perkotaan, Kelompok
Masyarakat Adat, Organisasi Buruh, Organisasi Masyarakat dan
Lingkungan, Organisasi Hak Asasi Manusia dan Lembaga Bantuan
Hukum yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa
Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Kalimantan
Timur, menyatakan keberatan atas keberadaan UU No.7 Tahun
2004.

Keberatan di sini bukan hanya terhadap pasal tertentu saja,
melainkan karena landasan filosofis bagi privatisasi dan
komersialisasi air pada Undang-undang ini saling terkait dalam pasal
per pasal, maka para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menguiji
Undang-undang terhadap UUD 1945 untuk:

(1) Menerima dan mengabulkan permohonan ini;

(2) Menyatakan UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD
1945;

(3) Menyatakan UU No.7 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan
mengikat; dan

(4) Memerintahkan pencabutan pengundangan UU No.7 Tahun 2004.
Atau setidak-tidaknya memerintahkan pemuatan putusan atas
permohonan ini dalam Lembaran Negara RI dan Tambahan

Lembaran Negara RI.
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Dengan demikian, kedepan diharapkan Pemerintah dan DPR
RI dapat menyusun Undang-undang baru yang lebih demokratis,
berkeadilan dan berwawasan lingkungan bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon yang
berhak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh UU
No.7 Tahun 2004 tersebut dengan ini mengajukan permohonan
kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Permohonan ini
diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, karena
berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-undang No.24 Tahun
2004 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a maka
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD 1945.

Il. Hak Dan Kepentingan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa para Pemohon adalah Organisasi Masyarakat (Ormas) atau
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berbentuk badan hukum yang
tumbuh secara swadaya di tengah masyarakat berminat bergerak
atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup, juga pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan
terhadap hukum dan keadilan, demokrasi, serta hak asasi manusia
di Indonesia.

2. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan
menggunakan mekanisme perwakilan organization standing (legal
standing) yang merupakan hak sekaligus kepentingan para Pemohon
sebagai lembaga tertentu dengan mengatasnamakan kepentingan
Public.

3. Bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)
sebagai pemohon pengujian undang-undang karena terdapat
keterkaitan sebab akibat disahkannya UU No.7 Tahun 2004

menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan,
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sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang

No. 24 tahun 2003. Pasal 51 ayat (1) menyatakan Pemohon adalah

pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

dirugikan oleh berlakunya undang-undang , yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang ;

c. Badan hukum publik atau privat;

d. Lembaga negara.

. Bahwa legal standing sudah tidak hanya dikenal dalam doktrin, akan

tetapi juga telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-

undang an di Indonesia, seperti Undang-undang No.8 tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No.23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang No.41

Tahun 1999 tentang Kehutanan.

. Bahwa pada praktek peradilan di Indonesia, legal standing telah

diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian

keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:

a. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
820/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Pst., Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto
Nomor 1/Pra/Pid/1994/PN.Mkt., Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor 088/G/1994/Piutang/PTUN.Jkt.,, Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  Nomor.
053/G/1995/1j/PTUN-Jkt. dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A
Palembang Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.PIg.

b. Dalam Putusan perkara IlU (Inti Indorayon Utama) pada tahun
1989, dimana Majelis Hakim mengakui hak WALHI untuk mewakili
kepentingan umum/publik dalam hal ini kepentingan lingkungan
hidup. Putusan ini kemudian diadopsi dalam Undang-undang
Lingkungan Hidup yang baru, yaitu Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 1997.
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C.

Dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara
Nomor 75/G.TUN/2003/PTUN.Jkt. pada tanggal 20 Agustus 2003,
dimana APHI, ICEL, PBHI dan WALHI juga diakui haknya untuk
mewakili kepentingan umum/publik sebagai Tergugat Intervensi Il
dalam rangka membela kepentingan lingkungan hidup.

Dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda
Aceh dalam Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2003/PN.Bna.
dimana putusan itu mengakui juga hak WALHI untuk mewakili
kepentingan umum/publik dalam hal ini kepentingan lingkungan
hidup.

Dalam perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia, Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 213 /Pdt.G /2001/
PN.Jkt.Pst. (kasus Sampit) mengakui hak LSM yang bergerak
dalam penegakan HAM, seperti Kontras, PBHI, YLBHI, ELSAM,
APHI untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan
perlindungan, penegakan dan pembelaan HAM di Indonesia.
Dalam perkara-perkara penegakan pemberantasan korupsi,
pengadilan mengakui hak LSM yang bergerak dalam penegakan
pemberantasan korupsi, seperti APHI dan lain-lain untuk
mengajukan gugatan mewakili kepentingan perlindungan dan
penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

6. Bahwa walaupun begitu tidak semua organisasi dapat bertindak

mewakili kepentingan umum/publik, akan tetapi hanya organisasi

yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam

berbagai peraturan perundangan maupun yurisprudensi, yaitu:

a.
b.

Berbentuk badan hukum atau yayasan;

Dalam anggaran dasar organisasi Yyang bersangkutan
menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya
organisasi tersebut;

Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
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7. Bahwa tugas dan peranan para Pemohon dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemajuan,
perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum dan
keadilan, demokrasi, serta hak asasi manusia di Indonesia, telah
secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana
untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat
sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar para Pemohon.

8. Bahwa para Pemohon dalam mencapai maksud dan tujuannya telah
melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara
terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya
tersebut, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten).

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memliki
kedudukan hukum (legal standing) yang telah menjadi pengetahuan
umum sebagai Pemohon pengujian undang-undang karena
keberlakuan UU No.7 Tahun 2004 yang merugikan hak konstitusional
para Pemohon yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945
sebagaimana diuraikan di atas.

10. Selanjutnya pengajuan permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004
terhadap UUD 1945, sebagai wujud dari kepedulian dan upaya para
Pemohon untuk membela negara serta melindungi kepentingan
negara dan atau publik dan wujud tanggungjawab mengupayakan
kemakmuran rakyat, dan mengupayakan demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi dan keadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan
dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam UUD 1945
khususnya Pasal 33.

11.Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon sudah
memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon “badan
hukum privat” dalam rangka pengujian undang-undang terhadap
UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf ¢ Undang-
undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2003. Karenanya, jelas pula

para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili
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kepentingan publik untuk mengajukan permohonan menguji UU No.7
Tahun 2004 terhadap UUD 1945.

lll. Hak Konstitusional Para Pemohon

Bahwa permohonan ini diajukan dalam rangka memperjuangkan
hak konstitusional para Pemohon berupa hak untuk mendapatkan
kemakmuran atau kesejahteraan lahir/batin dan atau hak untuk
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam hal pembangunan
masyarakat, bangsa dan negara, yang mana cabang-cabang produksi
yang menguasai hajat hidup orang banyak, yakni menyangkut bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung di negara ini tetap dikuasai oleh
negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran
seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan amanat atau jiwa Pasal 28C

ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)

UUD 1945.

1.1. Bahwa dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: “Setiap
orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,
dan negaranya”.

1.2. Bahwa keberadaan UU No.7 Tahun 2004 sebagaimana akan
diuraikan dalam butir 1V dibawah ini, telah dan akan merugikan
kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia (merugikan
kepentingan publik). Oleh karenanya pengajuan permohonan
pengujian ini adalah untuk memperjuangkan secara kolektif hak
konstitusional dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan
negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945,
yang telah dan akan terhambat jika UU No.7 Tahun 2004 yang
merugikan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia
(merugikan kepentingan publik), tetap diberlakukan.

2.1. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 19445, dinyatakan: “Setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
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2.2.

2.3.

2.4,

3.1.

3.2.

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum?”.

Bahwa selanjutnya Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945,
menyatakan:

“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Bahwa pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk

melaksanakan hak konstitusional berupa hak untuk mendapat
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bahwa cabang-
cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak
maupun bumi, air dan kekayaan alam yang ada di Indonesia tetap
dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.
Hak tersebut tidak akan terwujud jika UU No.7 Tahun 2004 tetap
diberlakukan;

Bahwa selain itu pengajuan permohonan pengujian ini adalah
untuk melaksanakan hak konstitusional berupa hak untuk
mendapat jaminan bahwa rakyat Indonesia berhak untuk
mendapatkan kemakmuran, yang diperoleh dari hasil bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang mana tidak
akan terwujud jika UU No.7 Tahun 2004 tetap diberlakukan;

Bahwa kemudian para Pemohon juga mendasarkan permohonan
ini dalam rangka memperjuangkan hak konstitusional para
Pemohon menurut Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang
menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin

Bahwa berdasarkan Pasal 28H tersebut di atas, maka negara
wajib menjamin kesejahteraan dan atau kemakmuran seluruh
rakyat Indonesia. Kewajiban ini menurut hemat para Pemohon

hanya dapat terwujud bilamana negara Republik Indonesia cq.
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Pemerintah Republik Indonesia menjalankan prinsip-prinsip, jiwa
atau roh UUD 1945, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

4. Bahwa para Pemohon memandang keberadaan UU No.7 Tahun
2004 sudah tidak menjalankan prinsip-prinsip, jiwa atau roh yang
terkandung dalam Pasal-pasal UUD 1945, khususnya terhadap
Pasal 33. Sehingga berakibat telah dan akan merugikan para
Pemohon khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, untuk
dapat mewujudkan hak konstitusionalnya sebagaimana ditentukan
dalam Pasal UUD 1945 tersebut di atas. Karenanya pengajuan
permohonan ini haruslah  dipandang  dalam rangka
memperjuangkan secara kolektif hak konstitusional para Pemohon
yang telah dirugikan dan akan terhambat bilamana UU No.7 Tahun
2004 tetap diberlakukan.

IV. Menguji UU No.7 Tahun 2004 Terhadap UUD 1945
Bahwa para Pemohon bukan saja memohon kepada Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia menguji secara material substansi atau
prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No.7 Tahun 2004 terhadap
UUD 1945, melainkan juga memohon untuk menguiji pula secara formil
menyangkut keabsahan daripada pengesahan UU No.7 Tahun 2004,

sebagaimana dapat diuraikan di bawabh ini:

A. Formil

Prosedur Pengesahan UU No.7 Tahun 2004 bertentangan
dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945 jo. Pasal 26 Undang-
undang No.22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan kedudukan
MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Keputusan DPR RI Nomor
03A/DPR RI/1/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI.

DPR Sebagai Pembentuk Undang-undang
1. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa: “Dewan
Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-

undang .
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2. Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.22
Tahun 2003 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 ayat (1)
UUD 1945 menyatakan bahwa:

Pasal 26 ayat (1) berbunyi: “DPR mempunyai tugas dan
wewenang membentuk Undang-undang yang dibahas dengan

Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; membahas

Pasal 26 ayat (2) berbunyi: “Tata cara pelaksanaan tugas dan
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR”.

3. Berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 26 ayat (1) dan (2)
Undang-undang No.22 Tahun 2003 serta Peraturan Tata Tertib
DPR merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 ayat (1) UUD 1945
mengenai tugas dan kewenangan DPR untuk membentuk
Undang-undang , sehingga setiap Undang-undang yang
dibentuk tidak berdasarkan atau bertentangan dengan Pasal 26
ayat (1) dan (2) Undang-undang No.22 Tahun 2003 serta
Peraturan Tata Tertib DPR (yang masih diberlakukan sampai
sekarang), harus dipandang sebagai bertentangan dengan Pasal
20 ayat (1) UUD 1945.

Pengambilan Keputusan Harusnya Dilakukan Dengan Voting
(Suara Terbanyak) dan Bukannya Musyawarah Mufakat.

4. Dalam Pasal 192 Peraturan Tata Tertib DPR dinyatakan bahwa:
“Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil
dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), dan disetujui
oleh semua yang hadir”.

5. Selanjutnya dalam Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR
dinyatakan bahwa: “Keputusan berdasarkan suara terbanyak
diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak

terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang
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tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat
yang lain”.

6. Bahwa keputusan dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 19
Februari 2004 dinyatakan diambil secara mufakat. Padahal fakta
dan kenyataannya adalah terdapat beberapa fraksi dan anggota
DPR yang menolak pengesahaan RUU Sumber Daya Air. Ada 7
(tujuh) anggota DPR vyang berkeberatan atau menolak
pengesahaan RUU tersebut; yakni: Prof. Dr. Astrid S. Susanto
(FKKI), H. Th. Soemandjaja (F. Reformasi), H. Cecep Rukmana
(F.Reformasi), Zulkifli Halim (F.Reformasi), Ismawan DS (FKKI),
Nurdiati Akmal (F. Reformasi), H. Mutamminul’Ula,S.H.
(F.Reformasi) karena menganggap bertentangan dengan UUD
1945, masih ada pertentangan antar komisi dan pasal-pasal
yang memberatkan petani. Anggota DPR ini mengusulkan voting,
namun pimpinan sidang paripurna memaksakan pengesahaan
RUU ini secara mufakat. Keputusan tersebut mendorong
beberapa anggota DPR menyatakan meninggalkan ruang sidang
(walk out) sebelum RUU tersebut disahkan. Dengan demikian
tindakan Pimpinan Rapat Paripurna yang tetap memaksakan
pengambilan suara dengan mufakat dan tidak dengan suara
terbanyak, padahal ada perbedaan pendirian diantara anggota
rapat paripurna merupakan pelanggaran terhadap Pasal 192 jo.
Pasal 193 Peraturan Tata tertib DPR tersebut.

Prosedur Persetujuan RUU Sumber Daya Air Menjadi undang-
undang oleh DPR Mengandung Cacat Hukum Secara Formil
Sehingga Harus Dinyatakan Batal Demi Hukum atau Tidak Sah

7. Berdasarkan seluruh dalil-dalil di atas jelas bahwa prosedur
persetujuan RUU Sumber Daya Air menjadi undang-undang
yang dilakukan oleh Rapat Paripurna pada tanggal 19 Februari
2004 telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 jo.
Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.22 Tahun 2003

72



tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
jo. Pasal 189 jo. Pasal 192 jo. Pasal 193 Keputusan DPR RI
Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib
DPR RI.

B. Materil
1. Terhadap privatisasi atas penyediaan air minum, pengelolaan
sumber daya air dan irigasi pertanian, sebagaimana dinyatakan

pada Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 45 UU No.7 Tahun 2004.

a. Bahwa Pasal 40 UU No.7 Tahun 2004 menyatakan swasta
dapat berperan dalam penyelenggaran sistem air minum.
Pasal 40 ayat (4) menyatakan: “Koperasi, badan usaha
swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaran pengembangan sistem air minum”.

b. Bahwa Pasal 41 juga memungkinkan pelibatan swasta atau
pihak lain selain Pemerintah dan perkumpulan petani dalam
hal pengelolaan air baku untuk irigasi:

Pasal 41 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5):
Ayat (2): Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder
menjadi  wewenang dan tanggung jawab

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan

ketentuan: ..... dst.

a. Pengembangan sistem irigasi primer dan
sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan
tangung jawab Pemerintah;

b. Pengembangan sistem irigasi primer dan
sekunder lintas kabupaten/kota  menjadi
wewenang dan tanggung jawab Pemerintah
Provinsi;

c. Pengembangan sistem irigasi primer dan

sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota
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menjadi wewenang dan tanggung jawab
PemerintahKabupaten/Kotayang bersangkutan.
Ayat (3): Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak
dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai

air.
Ayat (5): Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder
dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai
air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuannya.

Penjelasan Pasal 41 ayat (5) menyatakan: Yang dimaksud
dengan pihak lain adalah kelompok masyarakat di luar
kelompok/perkumpulan petani pemakai air, perorangan atau
badan usaha yang karena kebutuhan dan atas
pertimbangan/advis/rekomendasi Pemerintah secara
berjenjang menurut skala kewenangan dinilai mampu untuk
mengembangkan sistem irigasi.

. Bahwa Pasal 45 memberi ruang bagi swasta untuk
melaksanakan pengelolaan sumber-sumber air. Kecuali
keseluruhan badan sungai, segala pengelolaan bentuk
sumber-sumber air (air tanah, bentuk-bentuk air permukaan,

dan sebagian badan sungai) dapat dilakukan oleh swasta.

Pasal 45 ayat (2) menyatakan: “pengusahaan sumber daya
air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat
dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air
atau kerjasama antara Badan Usaha Milik Negara dengan
Badan Usaha Milik Daerah”.

Pasal 45 ayat (3) menyatakan: “pengusahaan sumber daya

air selain dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh
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perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan
usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”.

d. Bahwa swasta dapat terlibat dalam segala bentuk dan tahap
pengelolaan air.
Penjelasan Pasal 45 ayat (3) menyatakan: “Kerjasama dapat
dilakukan, baik dalam pembiayaan investasi pembangunan
prasarana sumber daya air maupun dalam jasa pelayanan
dan/atau pengoperasian prasarana sumberdaya air.
Kerjasama dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya
dengan pola bangun serah (build, operate and transfer),
perusahaan  patungan, kontrak pelayanan, kontrak
manajemen, kontrak konsesi, kontrak sewa dan sebagainya.
Pelaksanaan berbagai bentuk kerjasa sama yang dimaksud
harus tetap dalam batas-batas yang memungkinkan
Pemerintah menjalankan kewenangannya dalam pengaturan,
pengawasan dan pengendalian pengelolaan Sumber Daya

secara keseluruhan”.

Dari uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan
bahwa UU No.7 Tahun 2004 sebagaimana dinyatakan pada
Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 45 tersebut di atas, mendorong
meningkatnya peran swasta dalam pengelolaan air dan pada
saat yang bersamaan mengurangi peran negara dalam sektor ini.
Pengelolaan air oleh swasta menurut Undang-undang ini dapat
dilakukan dalam berbagai aspek, antara lain penyelenggaraan
sistem air minum, pengelolaan sumber-sumber air, dan
penyediaan air baku bagi irigasi pertanian. Walaupun dalam
pasal per pasal tersebut di atas tidak menggunakan kata

“privatisasi”, namun pelibatan swasta dalam berbagai bentuk dan
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tahap pengelolaan air menunjukkan adanya agenda privatisasi
dalam UU No.7 Tahun 2004.

Penjelasan Pasal 45 ayat (3) menunjukkan swasta dapat
terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan pengelolaan air dan
dapat menguasai berbagai tahap penyediaan air, termasuk pada
tahapan vital yang langsung menyangkut keselamatan
pengguna, kualitas pelayanan, dan jaminan ketersediaan air bagi
setiap individu. Salah satu bentuk privatisasi, yakni Kontrak
Konsesi, merupakan bentuk privatisasi yang paling luas aspek
dan konsekuensinya, menghilangkan kontrol negara dalam
berbagai tahap penyelenggaraan sistem penyediaan air, dan
biasanya kontrak berlangsung dalam jangka panjang (25 - 30
tahun).

UU No.7 Tahun 2004 membatasi peran negara semata
sebagai pembuat dan pengawas regulasi atau sebagai regulator.
Negara sebatas sebagai regulator dan swasta sebagai
penyelenggara sistem air (privatisasi) merupakan penjabaran
dari penerapan sistem ekonomi liberal.

Negara sebatas regulator akan kehilangan kontrol atas
setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminnya
keselamatan, dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air.
Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan
pada kelompok-kelompok tidak mampu dan rentan dalam
mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau.
Peran sosial tersebut tidak dapat digantikan oleh swasta yang
memiliki orientasi keuntungan sebagai tujuan utama.

Penyelenggaran air minum dan pengelolaan air oleh
swasta dengan orientasi keuntungan berpengaruh kepada biaya
dan tarif yang ditanggung pengguna. Keuntungan perusahaan,
biaya eksternal, biaya operasional dan investasi menjadi biaya
total yang ditanggung oleh pengguna air. Inilah yang disebut

pengenaan full cost recovery. Oleh karena itu privatisasi air

76



selalu identik dengan kenaikan tarif yang demikian besar.
Dengan privatisasi, akses terhadap air tidak dapat dijangkau lagi
oleh setiap individu, khususnya kelompok masyarakat miskin.
Air mengalir hanya kepada mereka yang memiliki kemampuan
untuk membayar. Hak yang setara bagi setiap individu untuk
memperoleh air terancam dengan adanya privatisasi penyediaan
sistem air minum dan pengelolaan air;

Bahwa air sebagai hajat hidup setiap individu dibutuhkan
setiap hari. Hilangnya pelayanan air dalam jangka waktu pendek
dan harian dapat memicu panik dalam skala luas. Negara tidak
dapat menjamin keselamatan nasional dan keselamatan
pengguna air dengan swasta sebagai penyelenggara sistem air
minum dan pengelolaan air. Bahwa ketidakpastian kualitas air
dan keberlanjutan pelayanan air berpotensi muncul dari sistem
pelayanan swasta. Swasta yang melupakan kewajiban dan
meninggalkan tugasnya pernah terjadi pada PAM Jaya selama
beberapa hari di bulan Mei 1998. Pemerintah mengambil alih
pengelolaan air Jakarta sampai swasta asing tersebut kembali
beroperasi sehingga tidak muncul kerusuhan;

UU No.7 Tahun 2004 dalam Pasal 41 juga memberikan
ruang bagi swasta untuk terlibat ikut dalam penyelenggaraan
sistem irigasi primer dan sekunder. Dalam hal keterlibatan
swasta dalam penyelenggaraan sistem irigasi primer dan
sekunder, tentu dibebankan kepada kelompok petani untuk
membayar jasa pengelolaan irigasi tersebut. Pada saat yang
bersamaan, pengembangan irigasi tersier kini telah dibebankan
sepenuhnya kepada petani. Jika kedua hal ini berlaku pada
petani, merupakan beban berat bagi petani dan sektor pertanian.
Kebutuhan air akan menjadi biaya produksi pertanian yang
cukup besar dan pertanian menjadi mahal bagi petani. Petani
berada dalam kondisi terpaksa meninggalkan sektor pertanian

yang berarti makin jauhnya upaya untuk mewujudkan kedaulatan
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pangan. Undang-undang ini menunjukkan  semakin
berkurangnya peran negara dalam menyelenggarakan dan
melindungi sektor pertanian yang dikategorikan sebagai sektor
strategis dan sensitif.

UU No.7 Tahun 2004 tidak memberikan batasan
kepemilikan swasta, termasuk kepemilikan swasta asing, dalam
sektor pengelolaan air. UU No.7 Tahun 2004 juga tidak
menyebutkan batasan bentuk kerjasama yang terbuka atau pun
tertutup bagi partisipasi swasta. Privatisasi sektor air saat ini
cenderung kepada kepemilikan asing. Hal ini dimungkinkan
dengan adanya Keputusan Presiden No0.96 Tahun 2000 yang
membolehkan investor asing dengan kepemilikan sampai 95%
dalam sektor air. Keputusan ini merupakan bagian dari prasyarat
pinjaman Bank Dunia. Undang - undang No0.19 Tahun 2003
tentang BUMN, juga tidak memberikan batasan modal asing

dalam kepemilikan Persero BUMN di berbagai sektor.

. Terhadap penguasaan dan monopoli sumber-sumber air oleh

swasta, sebagaimana dinyatakan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26,

Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 80 dalam UU No.7 Tahun 2004.

a. Bahwa UU No.7 Tahun 2004 dalam Pasal 45 memberikan
hak pengusahaan segala bentuk air, kecuali keseluruhan

badan sungai, kepada swasta (individu dan badan usaha).

Pasal 45 ayat (2) menyatakan: “pengusahaan sumber daya
air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat
dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air
atau kerjasama antara Badan Usaha Milik Negara dengan
Badan Usaha Milik Daerah”.

Pasal 45 ayat (3) menyatakan: “ pengusahaan sumber daya

air selain dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh
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perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan
usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”.

Pasal 46 ayat (1) menyatakan: “Pemerintah atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan
menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan
sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)”".

Dalam penjelasan Pasal 45 ayat (2) menyatakan: “Yang
dimaksud dengan pengusahaan sumber daya air permukaan
yang meliputi satu wilayah sungai adalah pengusahaan pada
seluruh sistem sumber daya air yang ada dalam wilayah
sungai yang bersangkutan mulai dari hulu sampai hilir sungai

atau sumber air yang bersangkutan®.

. Bahwa dengan definisi tersebut di atas, sumber-sumber air
yang dapat diberikan hak pengusahaannya meliputi air tanah,
sebagian badan sungai, danau, rawa, dan sumber air
permukaan lainnya.

. Bahwa Pasal 9 UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan
pengusahaan sumber-sumber air oleh swasta dilakukan
melalui pemberian Hak Guna Usaha dari Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.

Pasal 9 menyatakan:
(1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada

perseorangan atau badan usaha dengan izin dari
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Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Pemegang Hak Guna Usaha Air dapat mengalirkan air di
atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau

kompensasi.

. Bahwa Pasal 26 dan Pasal 80 UU No.7 Tahun 2004

menyebutkan swasta sebagai pengelola sumber air berhak
memungut biaya jasa pengelolaan sumber-sumber air

tersebut kepada pengguna.

Pasal 26 ayat (7) menyatakan: “Pendayagunaan sumber
daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk
mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip
pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber

daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat”.

Pasal 80 menyatakan:

(1) Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak
dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

(2) Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menanggung biaya jasa pengelolaan
sumber daya air.

(3) Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya
air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada
perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggung-

jawabkan.
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(4) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber
daya air untuk setiap jenis penggunaan sumber daya air
didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi
kelompok pengguna dan volume penggunaan sumber
daya air.

(5) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber
daya air untuk jenis penggunaan non usaha dikecualikan
dari perhitungan ekonomi rasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(6) Pengelola sumber daya air berhak atas hasil penerimaan
dana yang dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan
sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Dana yang dipungut dari para pengguna sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan untuk
mendukung terselenggaranya kelangsungan pengelolaan

sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

. Bahwa penjelasan Pasal 26 dan penjelasan Pasal 80
menyebutkan pihak-pihak pengguna yang dikenakan biaya
jasa penyediaan air dan dasar perhitungan biaya. Penjelasan
Pasal 80 ayat (3) tersebut berarti pengguna air untuk
kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian yang diperoleh
dari saluran distribusi yang disediakan swasta tetap dituntut
untuk membayar. Dalam hal tidak ada sumber-sumber air
lain, pilihan terbatas pada sistem distribusi yang disediakan
oleh swasta.

Penjelasan Pasal 26 ayat (7) menyatakan: “Yang dimaksud
dengan prinsip pemanfaat membayar biaya jasa pengelolaan
adalah penerima manfaat ikut menanggung biaya
pengelolaan sumber daya air baik secara langsung maupun

tidak langsung. Ketentuan ini tidak diberlakukan kepada
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pengguna air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari

dan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 80".

Penjelasan Pasal 80 ayat (1) dan (3):

Ayat (1):

Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari yang tidak dibebani biaya jasa pengelolaan
sumber daya air adalah pengguna sumber daya air yang
menggunakan air pada atau mengambil air untuk keperluan
sendiri dari sumber air yang bukan saluran distribusi.

Ayat (3):

Perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggung-
jawabkan adalah perhitungan yang memperhatikan unsur-
unsur:

a. biaya depresiasi investasi;

b. amortisasi dan bunga investasi;

c. operasi dan pemeliharaan; dan
d

. untuk pengembangan sumber daya air.

Bahwa Pasal 6 ayat (2) dan (3) mensyaratkan proses
formalitas untuk membuktian keberadaan masyarakat adat
dan haknya untuk mengusahakan sumber-sumber air.

Ayat (2):

“Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui hak ulayat
masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa
dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan peraturan perundang-undang an”.
Ayat (3):

“Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui
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sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan

dengan peraturan daerah setempat”.

Dari uraian tersebut di atas, UU No.7 Tahun 2004
memberikan ruang seluas-luasnya bagi swasta (badan usaha
dan individu) untuk menguasai sumber-sumber air. Pemberian
hak kepada swasta untuk menguasai sumber-sumber air
dijabarkan oleh Undang-undang ini melalui izin Hak Guna
Usaha. Hak Guna Usaha menjadi instrumen baru yang
menentukan hak pengusahaan atas sumber-sumber air yang
ada. Dengan sifat tersebut instrumen Hak Guna Usaha
merekonstruksi penguasaan sumber-sumber air, termasuk
sumber air yang telah diusahakan bagi kepentingan bersama
masyarakat.

Dengan keterbatasan masyarakat setempat menempuh
proses formalitas tersebut dan potensi ketidakberpihakan aparat
Pemerintah, sumber-sumber air yang menjadi milik bersama
masyarakat dapat dialihkan menjadi hak swasta (individu atau
badan usaha) dengan pemberian Hak Guna Usaha. Formalitas
lebih menentukan hak kepemilikan di mata hukum dan birokasi
sebagaimana yang selama ini berlangsung.

Sumber-sumber air milik bersama masyarakat dan
diperoleh secara bebas dapat diambil alih oleh swasta (individu
dan badan usaha) dengan adanya izin Hak Guna Usaha. Ini
merupakan diskriminasi formalitas perizinan dan menciptakan
monopoli penguasaan sumber-sumber air oleh swasta dan
kelompok yang mampu memperoleh izin Hak Guna Air dengan
sumber air tersebut, swasta mengelola dan mendistribusikannya
untuk berbagai kepentingan dan memungut biaya. Dengan
demikian sumber-sumber air digunakan untuk kepentingan

komersial.
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Walaupun disebutkan penggunaan air untuk kebutuhan
sehari-hari dan pertanian rakyat tidak dikenai biaya, namun
penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dalam saluran
distribusi yang disediakan swasta tetap ikut membayar biaya jasa
(penjelasan Pasal 80 ayat 1). Jika sumber-sumber air milik
bersama masyarakat telah diusahakan oleh swasta, maka
pengguna air tidak punya pilihan lain kecuali menerima dari
saluran distribusi swasta tersebut. Pengguna air membayar
secara penuh biaya pengusahaan tersebut. Keuntungan jangka
panjang bagi perusahaan termasuk komponen yang dibayar oleh
pengguna air. Oleh karena itu yang dibayar oleh masyarakat
bukan hanya biaya pengolahan dan distribusi semata.

UU No.7 Tahun 2004 juga menghambat eksistensi
kehidupan masyarakat adat dengan adanya tuntutan prasyarat
formal. Undang-undang ini  menuntut pengukuhan oleh
Peraturan Daerah setempat sebagai syarat pengakuan
keberadaan masyarakat adat. Pengukuhan dengan Peraturan
Daerah sangat bergantung kepada keberpihakan dan
kepentingan Pemerintah Daerah setempat. Diskriminasi
formalitas ini akan mempermudah pengambilalihan sumber-
sumber air untuk kepentingan bersama masyarakat adat dan
diberikan kepada swasta yang memperoleh Hak Guna Usaha.
Persyaratan formal ini mematikan eksistensi masyarakat adat
dan diantaranya mengambil manfaat dari sumber air milik

bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

. Terhadap terkonsentrasinya penggunaan air bagi kepentingan

komersial, sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 5, Pasal 6,

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

a. Bahwa Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU No.7 Tahun
2004 membagi penggunaan air kedalam 2 jenis dan diberikan

kepadanya Hak Guna Pakai dan Hak Guna Usaha. Hak Guna

84



Pakai ditujukan untuk keperluan sehari-hari dan pertanian

rakyat, dan tidak memerlukan izin. Hak Guna Usaha

ditujukan bagi aktivitas diluar kriteria tersebut dan
kepentingan komersial dan memerlukan izin.

Pasal 6 ayat (4):

“Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditentukan Hak Guna Air.

Pasal 7:

(1) Hak Guna Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (4) berupa Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha
Alir.

(2) Hak Guna Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan,
sebagian atau seluruhnya.

Pasal 8:

(1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk
memenuhi kebutuhan pokok  sehari-hari bagi
perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di
dalam sistem irigasi.

(2) Hak guna pakai air sebagaimana tersebut pada ayat
(1) memerlukan izin apabila:

a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah
kondisi alami sumber air;

b. ditujukan untuk keperluan  kelompok yang
memerlukan air dalam jumlah besar; atau

c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi
yang sudah ada.

(3) I1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.

(4) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya
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melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan
tanahnya.

Pasal 9:

(1) Hak guna wusaha air dapat diberikan kepada
perseorangan atau badan usaha dengan izin dari
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Pemegang Hak Guna Usaha Air dapat mengalirkan air di
atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau
kompensasi.

Pasal 10:

Ketentuan mengenai hak guna air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih

lanjut dengan peraturan Pemerintah.

. Bahwa Pasal 8 UU No.7 Tahun 2004 memberikan batasan

atas kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
Penjelasan Pasal 8 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok sehari-hari adalah
air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang
digunakan pada atau diambil dari sumber air (bukan dari
saluran distribusi) untuk keperluan sendiri guna mencapai
kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, misalnya untuk
keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci dan peturasan.
Yang dimaksud dengan pertanian rakyat adalah budi daya
pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian
tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan

kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu
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yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per

kepala keluarga”.

c. Bahwa penjelasan Pasal 5 menyebutkan Pemerintah akan
menerbitkan pedoman besarnya kebutuhan pokok minimal

sehari-hari.

Atas uraian tersebut di atas, kami menyimpulkan bahwa
keberadaan Hak Guna dalam UU No.7 Tahun 2004 secara
fundamental merekonstruksi nilai air yang merupakan barang
publik (common good) menjadi komoditas ekonomi (commercial
good) vyang dapat dikuasai sekelompok individu dan badan
usaha. Dengan memiliki Hak Guna Usaha atas sumber-sumber,
swasta pengelola air memperoleh keuntungan.

Hak Guna yang menjadi instrumen dasar dalam UU No.7
Tahun 2004 ini mengadopsi instrumen “water rights” dalam
Kebijakan Sektor Air- Bank Dunia. Hak Guna, yang sama prinsip
dan pengaturannya dengan instrumen water right, menjadi
landasan bagi diberlakukannya komersialisasi air.

Instrumen Hak Guna Pakai menetapkan batasan
penggunaan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk
pertanian rakyat. UU No.7 Tahun 2004 dan Peraturan
Pemerintah yang akan menyusul akan memberikan batasan bagi
kedua penggunaan air non-usaha tersebut. Walaupun
disebutkan penggunaan air untuk kedua penggunaan non-usaha
tersebut, dengan batasan-batasan ini, maka bentuk dan jumlah
aktivitas penggunaan air oleh masyarakat lebih sempit dibanding
sebelum adanya UU No.7 Tahun 2004.

Aktivitas oleh masyarakat diluar batasan tersebut dan
pengusahaan swasta, dikategorikan sebagai aktivitas komersial
dan dituntut untuk mendapatkan izin Hak Guna Usaha.

Penggunaan air dalam kategori Hak Guna Usaha dikenakan
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biaya. Semakin sempitnya bentuk dan jumlah penggunaan air
oleh masyarakat dalam kategori non-usaha, maka semakin besar
ketersediaan (alokasi) air untuk penggunaan usaha komersial.
sempitnya bentuk dan volume air batasan dalam Undang-undang
ini, maka alokasi air bagi kepentingan komersial akan semakin
besar. Dengan demikian sumber-sumber air akan terkonsentrasi
kepada sekelompok pemilik modal dengan tujuan komersial.
Upaya masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran dan
kualitas hidupnya terhambat dengan adanya batasan tersebut;

. UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945

ayat (2) dan (3).

4.1. Bahwa UUD 1945, Pasal 33 ayat (2) dan (3) secara tegas
menyatakan:
Ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara”.
Ayat (3): “Bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pasal 33 ayat (2) dan (3) tersebut memandatkan negara
melalui Pemerintah untuk menyelenggarakan, menyediakan
dan memberikan jaminan serta perlindungan kepada setiap
individu untuk mendapatkan hak yang setara atas hal-hal
yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Bahwa air merupakan hajat hidup orang banyak merupakan
hak dasar bagi setiap individu. Tersedianya air bagi setiap
individu merupakan satu hal yang mutlak dan harus dijamin
oleh negara tanpa adanya perbedaan status sosial dan
ekonomi. Dalam penyelenggaraan air sebagai hajat hidup

setiap individu dituntut peran negara untuk menjamin dan
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4.2.

4.3.

melindungi kepentingan kelompok yang tidak mampu,
diantaranya masyarakat miskin.

Pada dasarnya Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 adalah
dasar dari demokrasi ekonomi atau yang belakangan
dikenal sebagai Sistem Ekonomi Kerakyatan yang hendak
diselenggarakan di Indonesia. Sistem Ekonomi Kerakyatan
adalah sebuah sistem perekonomian yang mengutamakan
peningkatan partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam
proses penyelenggaraan perekonomian. Sehubungan
dengan itu, dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan, setiap
anggota masyarakat tidak hanya diperlakukan sebagai
objek. Setiap warga negara Indonesia adalah subjek
perekonomian Indonesia, yaitu yang memiliki hak untuk
berpartisipasi secara langsung dalam penyelenggaraan
perekonomian Indonesia, serta dalam mengawasi
berlangsungnya proses penyelenggaraan perekonomian
tersebut (Baswir, 2001).

Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta, yang
dimaksud dengan dikuasai oleh negara dalam Pasal 33
ayat 2 itu lebih ditekankan pada segi dimilikinya hak oleh
negara (bukan Pemerintah) untuk mengendalikan
penyelenggaraan cabang-cabang produksi yang
bersangkutan. Artinya, dengan dikuasainya cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak itu oleh negara, berarti negara
memiliki hak untuk mengendalikan penyelenggaraan
cabang-cabang produksi tersebut. “Penyelenggaraannya
secara langsung dapat diserahkan kepada badan-badan
pelaksana BUMN atau perusahaan swasta, Yyang
bertanggungjawab kepada Pemerintah, yang kerjanya
dikendalikan oleh negara,” (Hatta, 1963).
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4.4.

4.5

Dalam hak untuk mengendalikan, selain terdapat hak untuk
membuat peraturan perundang-undang an, juga terdapat
hak untuk membangun lembaga dengan dasar Undang-
undang , termasuk hak untuk menyelenggarakan BUMN.
Tujuannya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan
pelaksanaan campur tangan negara tersebut bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, dalam sistem
ekonomi kerakyatan, BUMN dipandang sebagai salah satu
instrumen yang sengaja dikembangkan oleh negara untuk
meningkatkan kemampuannya dalam menjamin
pengutamaan  kemakmuran  masyarakat di  atas
kemakmuran orang seorang. (Baswir, 2001).

Bahwa pada November 2002, Komite PBB untuk Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ecosoc) juga mempertegas
dan mendeklarasikan akses terhadap air sebagai hak dasar
(a fundamental right). Dinyatakan pula bahwa air adalah
benda sosial dan budaya, dan tidak hanya komoditi
ekonomi.Deklarasi ini  mengandung makna bahwa
penyediaan kebutuhan dasar oleh Pemerintah adalah
pilihan terbaik atas Sumber Daya yang terbatas serta
komoditas publik yang fundamental bagi kesehatan dan
kehidupan. Komisi PBB untuk HAM (UNHCR) juga
memberikan seruan agar negara-negara anggota WTO
mempertimbangkan dampak liberalisasi perdagangan
terhadap penyediaan kebutuhan dasar publik, khususnya
penyediaan air, pendidikan dan kesehatan.

Keberadaan UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan
Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 berdasarkan alasan-
alasan berikut:

- Bahwa UU No.7 Tahun 2004 memberikan kesempatan

tanpa ada batasan yang jelas pengusahaan air oleh
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swasta (privatisasi) dalam sektor air yang merupakan
hajat hidup orang banyak;

- Bahwa UU No.7 Tahun 2004 tidak memberikan batasan
sama sekali kepemilikan modal asing dalam
penyelenggaraan sistem air minum dan pengelolaan air;

- Bahwa aktivitas masyarakat dalam menggunakan air non
usaha untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian
rakyat akan semakin sempit dengan adanya batasan Hak
Guna Pakai;

- Bahwa dengan adanya batasan penggunaan air non
usaha maka ketersediaan (alokasi) air untuk kepentingan
komersial semakin besar. Ini merupakan bentuk
komesialisasi atas sumber-sumber air;

- Bahwa sumber-sumber air yang diusahakan bersama oleh
masyarakat setempat dan kelompok masyarakat adat
dapat dikuasai oleh swasta yang mendapatkan Hak Guna
Usaha dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Oleh karena swasta memiliki orientasi utama pada
keuntungan, privatisasi air yang terjadi di sejumlah negara
selalu identik dengan kenaikan tarif. Terbentuk mekanisme
pasar dimana air “mengalir kepada yang mampu secara
ekonomis”. Masyarakat miskin, konsumen perkotaan dan
petani merupakan pengguna air yang paling merasakan
dampak dari mahalnya tarif air. Akses terhadap air semakin
jauh dan dibatasi oleh kemampuan membayar.

Dengan privatisasi pengelolaan air, Pemerintah tidak
dapat menjalankan peran memberikan jaminan dan
perlindungan kepada kelompok tidak mampu, diantaranya

masyarakat miskin dan petani. Kelompok yang tidak mampu
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membayar, akan mencari sumber air lain dengan resiko

kualitas dan kuantitas yang tidak memadai.

Pertanian akan menjadi mahal oleh karena petani
membayar air kepada swasta pengelola irigasi. Petani tidak
mampu bertahan di sektor pertanian dengan adanya
privatisasi dan komersialisasi air. Jika ini terjadi maka
kebutuhan pangan bangsa Indonesia akan tergantung
kepada pasokan pangan dari luar. Agenda kedaulatan

pangan dalam ancaman.

V. Permohonan
Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan
memutus permohonan ini, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari para Pemohon untuk
seluruhnya;

2. Menyatakan UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945;

3. Menyatakan UU No.7 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan
mengikat;

4. Memerintahkan pencabutan pengundangan UU No.7 Tahun 2004
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.32 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No0.4377 atau
setidak-tidaknya  memerintahkan  pemuatan  putusan atas
permohonan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

I1l. Perkara Nomor 060/PUU-II/2004
I. Pendahuluan

A. Privatisasi dan Komersialisasi Air dalam Undang-undang
Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 Merupakan Upaya
Pelepasan Tanggungjawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak
Masyarakat atas Air.
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1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2004 DPR RI telah mengesahkan
Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air (RUU SDA)
menjadi undang-undang (UU) guna menggantikan Undang-
undang Republik Indonesia No.11 Tahun 1974, tentang
Pengairan. Undang-undang tersebut kemudian ditandatangani
oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Maret 2004
menjadi UU No.7 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 No0.32 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4377.

2. Bahwa sebelumnya Komisi IV DPR RI sempat merencanakan
untuk mengesahkan RUU SDA pada tanggal 23 September 2003,
namun kemudian tertunda hingga tiga kali dikarenakan masih
terdapat banyak perbedaan pendapat yang mencolok di antara
anggota fraksi dan antar komisi di DPR RI serta antar Departemen
teknis. Dalam Kompas online tanggal 30 September 2003
disebutkan Departemen terkait komplain terhadap materi RUU
SDA yang disusun. Komplain melalui media massa tersebut datang
dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian
Lingkungan Hidup, Departemen Keuangan, Departemen Dalam
Negeri serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Bahwa penolakan yang meluas terhadap konsep pengelolaan
sumber daya air sejak masih berbentuk RUU hingga disahkan juga
datang dari masyarakat awam, kelompok petani, LSM, akademisi,
dan organisasi keagamaan, dimana penolakan dimaksud
umumnya selalu menunjukkan bahwa RUU atau Undang-undang
Sumber Daya Air tersebut masih mengandung substansi yang
bersifat controversial.

4. Bahwa UU No.7 Tahun 2004 kental mengandung agenda
privatisasi pengelolaan air dan komersialisasi air yang menjadi
dasar penolakan oleh masyarakat. Dalam Undang-undang
tersebut terdapat banyak pasal yang semata-mata mendorong

partisipasi swasta dalam segala bentuk dan tahap pengelolaan air,
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baik untuk kepentingan penyediaan air minum maupun irigasi
pertanian. Batasan modal asing dalam sektor penyediaan air sama
sekali tidak diatur dalam Undang-undang tersebut.

. Bahwa UU SDA ini tidak secara tegas menjamin dan melakukan
upaya melindungi hak rakyat atas air. Bahkan dilihat dari pasal 2,
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 80 telah terjadi mutilasi
(pemotongan) nilai sosial, ekonomis, budaya dan religius dimana
air hanya menjadi nilai ekonomis semata. Akses terhadap air
hanya dapat dijangkau oleh kelompok yang mampu secara
ekonomis. Pasal-pasal yang menyebutkan fungsi sosial dari air
hanya bersifat redaksional semata tanpa ada tindakan yang
mengikat.

. Bahwa UU SDA ternyata juga memberi ruang yang sangat luas bagi
swasta untuk menguasai sumber-sumber air, baik itu meliputi air
tanah, segala bentuk air permukaan dan sebagian badan sungai.
Pemberian hak penguasaan sumber-sumber air, dijabarkan dalam
Undang-undang ini melalui instrumen pemberian "Hak Guna
Usaha Air" sebagaimana terdapat dalam Pasal 9, Pasal 45, Pasal
46, Pasal 48 dan Pasal 49. Dengan menggunakan instrumen Hak
Guna yang dibagi ke dalam 2 bentuk, yaitu Hak Guna Pakai dan
Hak Guna Usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9 dan Pasal 10, maka hanya akan mendudukkan secara
khusus individu, badan usaha dan masyarakat tertentu saja yang
memang secara ekonomi kuat menjadi penguasa air berikut
sumber-sumbernya.

. Bahwa dengan instrumen Hak Guna Pakai, UU SDA sudah
membatasi bentuk dan jumlah penggunaan air oleh masyarakat
bagi kepentingan sehari-hari dan pertanian rakyat. Karena di luar
batasan kriteria hak guna itu, maka penggunaan air akan
dikategorikan sebagai kepentingan komersial dan dituntut untuk
memperoleh izin Hak Guna Usaha, sebagaimana dapat dilihat

dalam Pasal 8, Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 80.
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8.

10.

11.

Dengan adanya batasan penggunaan air oleh masyarakat, maka
alokasi air bagi kepentingan komersial semakin besar. Dengan
demikian dapat dipastikan bahwa nantinya air hanya dapat
dijangkau kepada kelompok komersial dan kelompok yang mampu
dari sisi ekonomi. Pengaturan ini merupakan penjabaran dari prinsip
komersialisasi air yang meletakkan nilai ekonomi air di atas
kepentingan sosial dan budaya daripada pengguna air.

Bahwa lain lagi dengan Hak Guna Usaha, dengan pengaturan izin
untuk Hak Guna Usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah,
maka ke depan swasta memiliki peluang untuk menguasai
sumber-sumber air milik bersama masyarakat. Proses formalitas
perizinan akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk
menggunakan dan mengusahakan sumber-sumber air yang
sebelumnya menjadi milik bersama. Dengan ketentuan perizinan
seperti itu, sudah dapat dipastikan pula, terhadap sumber-sumber
air bersama masyarakat lokal dan kelompok masyarakat adat
dapat dialihkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan
mudah kepada swasta yang tentunya mampu menempuh proses
dan memperoleh formalitas perizinan.

Bahwa air merupakan hak asasi manusia. Sebagai hak asasi
manusia, kebutuhan makhluk hidup (termasuk manusia) akan air
harus dipenuhi dalam kondisi apapun. Karena itulah air
digolongkan ke dalam rumpun hak ekonomi sosial dan budaya
sebagaimana ditentukan dan dapat ditafsirkan dari Pasal 11 dan
12 Konvensi Intemasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Bahwa Pasal 11 Konvensi Intemasional Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya, mengatur tentang hak atau standard kehidupan yang
layak di satu sisi dan kewajiban negara untuk memenuhinya disisi
lain, sedangkan Pasal 12 mengatur tentang hak atas kesehatan
rohani dan jasmani, yang salah satu unsur terpenting di dalamnya
adalah soal kesehatan lingkungan yang berkoneksi erat deng